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DESENTRALISASI BLOCKCHAIN DAN RESISTENSI MASYARAKAT
TERHADAP CRYPTO CURRENCY SERTA TINJAUANNYA DALAM
PANDANGAN ISLAM

Ketua Peneliti:
Farid Fathony Ashal

Anggota Peneliti:
Azwir

Abstrak

Cryptocurrency hadir di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dengan
menawarkan fitur yang cepat, transparan, auditabel, dan aman. Terlebih sejak munculnya
Corona Virus Desease (COVID) di penghujung akhir tahun 2019, perubahan cara dagang
diakselerasi menjadi serba digital. Pertumbuhan masif era digital sebenarnya telah terjadi
sejak 5 tahun yang lalu, dimana nilai ekonomi digital meraih US$3,5 triliun dengan kata
lain, aset ini telah menyumbang 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Perubahan
pola dagang tradisional menjadi e-commerce menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat
dihindari. Bahkan, hadirnya e-wallet dan mobile banking merubah cara pembayaran yang
sebelumnya berbasis cash menjadi cashless. Namun, kehadirannya masih menimbulkan
perdebatan di kalangan masyarakat dan kedudukannya dalam tinjauan ajaran Islam.
Cryptocurrency yang berbasis pada blockchain bersifat keuangan desentral yang tentu saja
berlawanan dengan sistem konvensional saat ini yaitu sentral bank. Tujuan penelitan ini
adalah untuk melihat resistensi masyarakat terhadap cryptocurrency dan tinjauannya dalam
pandangan Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
phenomonology. Sumber data diperoleh melalui indepth interview dan wawancara
terstruktur. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mengqunakan pendekatan
magqashid syariah, kaidah figih, dan ushul figh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep
keuangan desentral belum dapat mengambil peran sentral bank. Resistensi masyarakat
terhadap cryptocurrency masih tinggi dan belum dapat diterima sebagai media transaksi
dalam keuangan, serta hukum cryptocurrency dalam pandangan Islam saat ini haram untuk
digunakan sebagai media transaksi.

Kata Kunci: Cryptocurrency, keuangan desentral, blockchain, magashid syariah,

resistensi, sentral bank.
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital pada dasawarsa ini semakin hari meningkat
sangat pesat. Perkembangan dalam platform digital menuntut setiap orang
selalu dapat menyesuaikan pola dalam bertransaksi. Terlebih sejak munculnya
Corona Virus Desease (COVID) di penghujung akhir tahun 2019, perubahan
cara dagang diakselerasi menjadi serba digital atau e-commerce. Pertumbuhan
masif era digital sebenarnya telah terjadi sejak 5 tahun yang lalu, dimana nilai
ckonomi digital meraih US$3,5 triliun dengan kata lain, aset ini telah
menyumbang 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia (Liputan6, 2016).
Perubahan pola dagang tradisional menjadi e-commerce menjadi suatu
keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Bahkan, hadirnya e-wallet dan mobile
banking merubah cara pembayaran yang sebelumnya berbasis cash menjadi
cashless.

Fenomena mutakhir saat ini adalah hadirnya crypto sebagai alat tukar
atau disebut dengan cryptocurrency. Mengutip dari wikipedia (2021), mata
uang crypto adalah aset digital yang didesain untuk media/alat tukar berbasis
kriptografi yang kuat dan mengamankan transaksi keuangan, mengontrol
proses supply tambahan, serta memverifikasi proses transfer aset.
Sebagaimana diketahui, bahwa coin yang sangat populer dan fenomenal saaat
ini adalah Bitcoin. Hadir sejak tahun 2009 dan ditemukan oleh satoshi
nakamoto, bitcoin yang sebelumnya memiliki nilai yang kecil, saat ini pasar
mengapresiasinya sangat tinggi, hingga sempat menyentuh pada harga
Rp700.000.000-. hadirnya Bitcoin ini telah menumbuhkan coin-coin baru,

seperti Ethereum, Solana, Cardano, XRP, dan lain-lain.
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Munculnya coin ini menjadi isu perbincangan di kalangan masyarakat,
para pemimpin negara juga menyoroti penggunaan crypto menjadi alat tukar
jual beli. Melansir dari media Kompas (2018) Menteri Keuangan Republik
Indonesia Sri Mulyani menyampaikan bahwa cypto boleh dijadikan sebagai
alat investasi dengan syarat bertanggungjawab terhadap risiko yang akan
terjadi. Pemerintah juga sepakat dengan berkoordinasi antar lembaga bahwa
mata uang virtual bitcoin tidak memiliki landasan hukum dan berisiko tinggi.
Dalam pertemuan para pemimpin keuangan antar negara G20 di Argentina,
isu mengenai cryptocurrency menjadi topik yang diperbincangkan dunia.
Indonesia dalam hal ini diwakili oleh menteri keuangan Sri Mulyani
mengomentari pandangannya terhadap cyrpto asset atau cryptocurrency
memiliki keunggulan dalam efisiensi dalam pembayaran dan proses credit,
namun ia juga menegaskan bahwa crypto bukanlah aset berguna sebagai
penyimpan nilai dan medium exchange (Nasional, 2018).

Meski demikian, Pakar IPB Syauqi Beik menjelaskan sistem crypto
muncul dari kombinasi uang fiat dengan teknologi digital. Sistem mata uang
crypto memiliki keunggulan dari sisi keamanan, dimana teknologi ini
terhindar dari potensi pemalsuan. Selain itu, sifat dari mata uang ini juga
menggaransi nilai transaparansi dan akuntabilitas (Kompas, 2021). Dari kedua
hal di atas, terdapat kelemahan-kelemahan pada crypto namun di sisi lain, ada
keunggulana yang perlu dicermati, khsuusnya dalam efisiensi dan
transaparansi dalam bertransaksi. Sebagaimana diketahui, masyarakat pada
umumnya masih meragukan keabsahan aset digital. Hal ini didasari oleh aset
tersebut tidak memiliki nilai interistik. Selain itu, aset digital terutama dalam
cryptocurrency memiliki volatilitas yang sangat tinggi. Tidak mengherankan
jika masyarakat di beberapa negara, terutama Elsalvador menolak kehadiran

mata uang digital ini (Tempo, 2021).
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Meski isu resistan masyarakat tersebut berkembang di beberapa media,
namun aset digital dan cryptocurrency terus tumbuh dan berkembang.
Mengutip Liputan6.com (2021) nilai aset crypto Indonesia telah mencapai
Rp370 Triliun per-Mei 2021. Kemendag merilis laporan pertumbuhan aset
crypto di Indonesia saat ini sudah sangat tinggi. Data ini berdasarkan dari total
jumlah pemain dan nilai transaksi yang diperdagangkan mencapai peningkatan
tajam pada 2021 ini atau tumbuh lima puluh persen atau 6,5 juta orang.
Sementara, berkaca pada tahun lalu, masih 4 juta orang. Berdasarkan laporan
ini, Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia melihat
dinamika ini merupakan peluang dalam perekonomian nasional. Aset crypto
merupakan bagian dari hilirisasi ekonomi digital terlebih hadirnya 5G yang
menjadi bagian urgen dalam mensupport ekonomi digital itu sendiri.

Lutfi (2021) menambahkan Crypto sendiri memliki 4 fitur menarik

dalam ekonomi, dimana ke empat peluang itu dapat tergambar sebagai berikut

C

rypto Asset

Gambar 1. Empat Fitur Aset Crypto

Keempat fitur di atas menjadi peluang emas dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional. Kehadiran crypto saat ini seperti hadirnya
uang kertas pada zamannya. Dimana uang kertas dihadapkan dengan emas
yang memiliki nilai perdagangan. Tentunya, nilai ini juga bersumber dari
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instrumen tersebut. Dengan

demikian, pemerintah perlu membuat aturan dalam aset crypto terutama
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sebagai peluang strategis dalam ekonomi digital. Aset crypto sendiri didukung
dengan teknologi digital yang memiliki tingkat verifikasi berantai, atau disebut
dengan Blockchain. Buku Besar Digital atau yang disebut dengan Blockchain
merupakan susunan rantai blok yang merekam data masuk, blok yang
terhubung diamankan dengan teknik kriptografi (Wikipedia, 2021). Data yang
masuk direkam dan tidak dapat dirubah, sehingga catatan yang masuk bersifat

permanen dan divalidasi banyak entitas yang tidak mungkin diretas.

Permasalahan yang sangat mendasar dari isu ini adalah crypto hadir
dengan fitur dalam transaksi cepat dan transaparan sertta memiliki potensi
sebagai penguat sektor perdagangan sementara pemerintah dalam hal ini
menteri keuangan resistan dengan sistem ini dikarenakan memiliki risiko besar
dalam hal investasi. Konsep desentralisasi pada teknologi Blockchain sendiri
bertentangan dengan konsep sentralisasi pada perbankan. Tentu, kehadiran
blockchain menjadi ancaman dalam menjaga stabilitas moneter. Berdasarkan
latar belakang di atas, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai
Desentralisasi  Blockchain  dan  Resistensi ~ Masyarakat  terhadap

Cryptocurrency serta pandangannya dalam Islam.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana Desentralisasi Blockchain ditinjau dalam aspek keuangan ?
2. Bagaimana Hukum Cryptocurrency dalam Islam ?
3. Bagaimana Resistensi Masyarakat terhadap Cryptocurrency ?

1.3.Batasan Masalah

Masyarakat pada peneltian ini dibatasi dengan masyarakat Aceh, yang

terdiri dari berbagai unsur, yaitu MPU Aceh, Akademisi, Ulama Dayah, Bank
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Indonesia (KC. Aceh), Disperindag Aceh, Pengusaha, Pengguna Crypto (yang
terdaftar pada Tokocrypto/Indodax).

1.4.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Desentralisasi Blockchain dalam aspek keuangan.
2. Untuk mengetahui Hukum Cryptocurrency dalam Islam.
3. Untuk mengetahui Resistensi Masyarakat terhadap Cryptocurrency.

1.5.Signifikansi Penelitian

Penelitian ini sangat penting untuk menjawab kedudukan crypto dalam
hukum Islam, di tengah resistensi di sektor keuangan namun di sisi lain
diterima bahkan justru menjadi peluang dalam peningkatan investasi di sektor
perdagangan. Tingginya market cap dalam transaksi yang terjadi pada aset
digital atau crypfo menunjukkan terdapat sentimen positif di tengah
masyarakat. Penelitian ini juga akan mencari benang merah pada persepsi pro-
kontranya, dan mengeksploratif kedudukan hukummnya dalam Islam.

Sekaligus menguraikan fitur produktif dan inovatif dalam dunia keuangan.
1.6.Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai Cryptocurrency,
beberapa penelitian tersebut seperti yang dilakukan oleh Ariantin Putri
Rahmaningtyas, Tesis yang berjudul Analisis Perkembangan Bisnis
Cryptocurrency Sebagai Upaya Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (Studi
Pada PT. Crypto Indonesia Berkat). Penelitian ini melihat sektor jasa
keuangan yang mengalami peningkatan yang progresif. Hal tersebut diperkuat
dengan tingginya antusias masyarakat pada aktifitas sektor jasa keuangan
dimana perusahaan yang bergerak selalu melakukan inovasi produk dan

pelayanan keuangan. Kenyataan ini akan memberikan efek positif terhadap
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PDB Nasional. Diantara inovasi media pertukaran yang ada di Indonesia saat
ini adalah Crypto Assets. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan determinasi
performa dan proses Cryptocurrency pada PT. Crypto Indonesia Berkat.
Metode yang digunakan deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi
literatur, wawancara terstruktur, dan dokumentasi pada mata uang Crypto
yang tersedia di Tokocrypto Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan
Cryptocurrency telah dilindungi oleh pemerintah melalui BAPPEBTIL.

Berikutnya penelitian yang berujudul Analisis Transaksi Digital
Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum cryptocurrency dalam
hukum Islam terutama pada penggunaan dinar dan dirham di Makassar.
Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa penggunaan cryptocurrency tidak bertentangan dalam hukum Islam
dan memiliki tingkat keamanan yang terjamin.

Penelitian selanjutnya berjudul Jual Beli Cryptocurrency Ditinjau Dari
Etika Bisnis Islam, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi
cryptocurrency dalam etika bisnis Islam. Metode yang digunakan kualitatif
deskriptif dengan teknik wawancara pada 5 user. Data tersebut dianalisis
dengan cara berfikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
transaksi cryptocurrency sesuai etika bisnis Islam.

Berikutnya, penelitian berjudul Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum
Islam, Tesis pada penelitian ini terpusat pada hukum penggunaan bitcoin dan
mekanismenya dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian bersifat
Library research. Data yang terkumpul dianalisis secara deskritif dengan
pendekatan hukum Islam normatif. Hasil penelitian menunjukkan transaksi

bitcoin tidak dibenarkan dan mengandung unsur gharar dan maysir.
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Selanjutnya penelitian dengan judul Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin
Dalam Transaksi Menurut Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini meninjau
dari sisi maslahahn dan mafsadat yang ditimbulkan dalam transaksi
Cryptocurrency terutama pada Bitcoin. Metode yang digunakan library
research yang dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi bitcoin tidak dapat dijadikan
sebagai mata uang, karena belum memenuhi keriteria akad dan fatwa DSN

MUI, serta para ulama kontemporer.
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BAB 11

LANDASAN TEORI

2.1 Blockchain

Blockchain adalah satu di antara bentuk dari Distributed Ledger Tecnology,
yang bersifat terdesentralisasi dan memiliki protokol konsensus yang digunakan
dalam meraih kesepakatan kollektif dalam proses pengelolaan bisnis data yang
tersedia. Teknologi blockchain ini memiliki keunikan dibanding dengan
Distributed Ledger Technology pada umumnya. Hal yang kontras adalah terletak
pada struktur basis data yang terdapat pada blockchain, dimana setiap data
transaksi yang masuk terekam dan tergabung pada suatu block yang saling
terhubung antara satu dan lainnya. Dengan demikian, sistem ini terbebas dari
adanya perubahan dan pemalsuan. (Hileman and Rauchs, 2017).

Blockchain dapat didefinisikan sebagai perekam digital terhadap seluruh
transaksi pada jaringan komputer. Blockchain sendiri terdiri dari dua suku kata,
yaitu block yang berarti terdapat blok data yang memuat seluruh informasi
terhadap transaksi dan yang kedua adalah chain yang berarti seluruh data tersusun
dalam satu daftar, seperti rantai yang tersusun (Bashar, 2019).

Teknologi blockchain pada mulanya hadir sebelum munculnya bitcoin.
Namun, teknologi ini dipopulerkan oleh Satoshi Nakamoto. Bitcoin yang
dibuatnya menggunakan teknologi blockchain sebagai uang digital dan bukanlah
sebagai media penyimpanan. Bitcoin sendiri terdiri dari dua suku kata yang berarti
Bit dan koin. Penggunaan kata Bit sendiri dimaksudkan pada sesuatu bagian yang
kecil dimana koin sendiri menunjukkan terhadap suatu uang yang terbuat dari
bahan metal (Najar, 2018). Penyebutan bitcoin sebagai uang digital kemudian

diistilah sebagai cryptocurrency. Kehadiran Bitcoin dan tingginya popularitas
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teknologi blockchain dan aset digital, memunculkan lahirnya beberapa platform
similar dengannya. Munculnya platform semisal ini juga menawarkan dan lebih
dari sekedar mata uang. Satu di antara yang terbaik saat ini adalah Ethereum, yang
diperkenalkan oleh Vitalik Buterin pada tahun 2015.

Pada sistem blockchain Bitcoin (Nakamoto 2008), setelah transaksi mata
uang digital (cryptocurrency) dijalankan oleh sebuah node menggunakan tanda
tangan digitalnya, node tersebut akan mengumumkan transaksi tersebut ke
jaringan. Node lain kemudian akan menerima pengumuman transaksi yang terjadi
dan menggabungkannya menjadi blok menggunakan mekanisme protokol Proof of
Work. Mekanisme Proof of Work membuat blok baru yang ditautkan ke blok
terakhir dalam rantai blok yang ada menggunakan fungsi hash kriptografik, seperti
SHA256.

Blok dibentuk dengan menghitung nilai hash. Nilai hash ini biasa disebut
dengan block hash atau block header. Hash dari blok akan diperoleh dengan
menghitung fungsi hash dari nilai data transaksi yang tertanam di blok dan
beberapa nilai khusus, seperti timestamp, nonce atau hash dari blok dari blok
terakhir yang sebelumnya terbentuk di blok rantai. Hubungan antara satu blok
dengan blok lainnya akan terbentuk dengan menggunakan nilai hash block terakhir
sebagai nilai input dalam membentuk nilai hash block yang baru. (Arpialim, 2020).

Blockchain memiliki tanda pengesahan digital bersifat unik. Pengesahan
tanda digital ini disebarkan kepada setiap individu dalam semua jaringan. Pada saat
yang sama tanda pengesahan tersebut digunakan untuk memberikan akses kepada
pengguna dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang terjadi. Adapun kapasitas
masing-masing blok dapat menyimpan satu megabyte yang berarti bahwa setiap
blok dapat menyimpan ribuan transaksi (Daniel, 2017).

Blockchain memiliki empat karakteristik (Bashar, 2019) sebagai berikut :

1. Desentral
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Tidak membutuhkan pihak ketiga dalam memvalidasi data transaksi
yang berlangsung sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya
sebagaimana sentral bank.
2. Persisten
Bersifat akurat dimana setiap transaksi dapat divalidasi cepat dan
sebaliknya yang tidak tidak valid secara otomatis tertolak. Hampir
tidak mungkin untuk menghapus seluruh blok yang tersebar.
3. Anonim
Siapapun dapat menggunakan blockchain dengan alamat akun yang
terdaftar. Akun tersebut tidak menjelaskan data asli penggunanya.
4. Auditabel
Blockchain menyimpan data saldo penggunanya, dimana jika suatu
transaksi masih berstatus unspent (belum terkirim) maka dana
pengirim pertama masih tersimpan di dompet digitalnya sehingga

transaksi dapat berjalan dengan mudah, terverifikasi, dan terlacak.

Blockchain mampu menjadi alternatif dalam arsitektur penyimpanan
sekaligus menjadi penyusun seluruh informasi dimana tidak ada satu entitas di
dunia yang dapat mengontrol transaksi. Bahkan, setiap orang (validator)
menyimpan kopian dan memvalidasi setiap transksi. Arsitektur ini dikenal sebagai
Distribusi Ledger Teknologi (DLT). Sebuah blokchain merupakan sebuah bentuk
dari DLT itu sendiri yang mana seluruh transaksi direkam dan disusun dalam blok-
blok yang terhubung bersama-sama dalam kriptografi. Sebagai contoh adalah
Bitcoin yang menjadi populer dalam teknologi blockchain. Satu yang menjadi hal
penting pada DLT adalah dapat mengeliminasi sentral kegagalan dalam data
digital. Sistem penggandaan yang selama ini berkembang berupa copy and paste,

dimana semua orang saat ini mampu melakukan penggandaan file maupun
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software, maka dalam sistem blockchain sistem penggandaan data tidak akan
mampu dilakukan (Makarov, 2022).

Blockchain menjadi kunci terhadap lahirnya sistem keungan desentral
(decentrlized finance). Sistem blockchain menjadi protokol fundamental yang
memungkinkan terhubungnya seluruh bagian dalam mengoperasikan data tanpa
menuntut kepercayaan satu dan lainnya. Data yang termuat dapat berupa apa saja,
seperti lokasi dan destinasi informasi, saldo token. Pembaharuan dikemas kedalam
blok dan diikat secara kolektif dengan kriptografi untuk memudahkan dalam audit
pada jejak transaksi sebelumnya. Hal tersebut menjadi nyata dikarenakan
konsensus protokol yang menjadi aturan untuk menjelaskan terhadap jenis-jenis
blok apa yang bisa menjadi bagian pada rantai yang terhubung dan itu yang
menjadi dasar kepercayaan dalam transaksi pada blockchain. Konsensus protokol
ini didesain agar menjadi perisai keamanan sehingga lebih resisten terhadap
gangguan virus/ hack dan sebagainya (Harvey, 2021).

Konsep desentral sendiri merupakan konsentrasi dari dua yang berlawanan
dalam administrasi pada pusat tunggal dan pendelegasian kekuasaan pada
pemerintah lokal. Konsep ini merupakan berlawanan terhadap konsep sentralisasi
yang dimana sistem administrasi berpusat pada satu entitas tertentu (Gedeona,
2009). Sentralisasi adalah antonim dari kata desentralisasi, dalam arti bahwa
mentransfer kekuatan atau fungsi level sub-nasional pemerintahan dan
direncanakan untuk level nasional (Kumar, 2001).

Decentralized Finance (DeFi) memiliki karakter terbuka (open), tidak ribet
(tidak membutuhkan izin), terjamin dengan integritas teknologi yang kuat. Hal
tersebut diklaim dapat menciptakan ekonomi inklusif, perolehan yang efisien, dan
fleksibel (Schar, 2021). Keuangan desentral bertujuan untuk mereplika layanan
keuangan dan produk. Lebih dari itu, juga dapat menciptakan Dapps baru yang

terbuka, transaparan yang dibangun atas blockchain dan smart contracts.
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Keuangan desentral tidak bergantung pada institusi intermediasi atau lembaga
sentral, seperti halnya bank, broker, atau media pertukaran uang (Feulner, 2022).

Meski demikian, persetujuan dilalui melalui kode dan konsensus, yang
dapat mengeksekusi transaksi dengan aman, dapat diprediksi, dan terverifikasi
melalui perubahan status yang sah tersimpan dalam buku besar publik yang tidak
dapat rusak. Sebagai perhatian, pernyataan ini tidak sepenuhnya seluruh Aplikasi
Defi terdesentralisasi. Namun, transparansi rekaman pada transaksi pada buku
besar publik dan kode yang tersedia untuk umum memungkinkan sistem keuangan
yang tidak dapat diubah dan pola/mekanisme seperti ini belum pernah ada
sebelumnya. Kesetaraan hak akses, minim kustodian (Schar, 2021).

2.2 Resistensi

Resistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata
resistenace adalah suatu sikap untuk bersikap membela, upaya/usaha melawan,
menentang atau menentang usaha-usaha secara garis besar sikap ini tidak dilandasi
atau mengacu pada pengertian yang jelas. Kata dalam kamus ilmiah kontemporer
berarti daya tahan, hambatan, daya tahan dan tolakan (Barry, et al., 2000). Teori
Resistensi merupakan teori komunikasi yang termasuk dalam tradisi kritis. Tradisi
ini berangkat dari asumsi teori-teori kritis yang memperhatikan adanya
kesenjangan dalam masyarakat. Di satu sisi, komunikasi itu ditandai dengan proses
dominasi kelompok yang kuat atas kelompok orang yang lemah. Tradisi ini seolah
penuh dengan pembelaan terhadap yang lemah (Rohim, 2009).

Adanya Resistensi terhadap keberadaan kekuasaan yang membentuk
dominion. Resistensi adalah bentuk teknologi politik untuk kekuasaan; Resistensi
dan penolakam yang tak terhindarkan dipandang oleh Foucault sebagai sesuatu
yang sangat kental dan tidak terlepas dari kekuasaan itu sendiri. Resistensi adalah
sebuah wujud yang terdiri dari berbagai repertoar yang maknanya spesifik untuk

time, place, dan berkorelasi pada sosial tertentu. Berdasarkan pandangan Hall,
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pengertian resistensi harus didasari pada pemahaman konteks dan sejarah
masyarakat (Barker, 2005). yaitu:
1. Resistensi publik atau terbuka (public transcription)

2. Resistensi tersembunyi atau tertutup (hidden transcription)

Scott membedakan melalui artikulasi resistensi, bentuk, karakteristik,
bidang sosial dan budaya. Resistensi terbuka dicirikan oleh interaksi terbuka antara
kelas bawahan dan kelas superdining. Sementara Resistensi klandestin ditandai
dengan interaksi tertutup dan tidak langsung antara kelas bawahan dan super-
penguasa, gagasan Resistensi secara umum melihat situasi saat ini di masyarakat.
Resistensi didefinisikan sebagai sesuatu yang (1) organik, sistematis dan
kooperatif, (2) memiliki prinsip altruisme, (3) memiliki konsekuensi revolusioner,
dan (3) mencakup gagasan atau niat yang meniadakan latar belakang seputar
kehidupan keluarga (Scott, 1085). .

Para komunitas ilmuan sosial, resistensi terkadang disebut dalam
paradigma konflik. Jika konflik masih bercokol pada kerangka teoritis dalam
melihat realitas, maka Resistensi lebih menekankan pada aspek empiris dan
melakukan dialog sensitisasi atau kreatif dengan realitas sosial (Panca, 2011).
Munculnya reaksi Resistensi dapat terjadi karena beberapa faktor, terutama dalam
keuangan kontemporer. Penyebab terjadinya resistensi adalah sebagai berikut Fase
(2013):

1. Rasionalitas umat muslim dalam ekonomi, yang mengejar keuntungan

materi tanpa memperhatikan masalah halal atau haramnya (riba).

2. Rendahnya literasi masyarakat.

3. Belum optimalnya support lembaga organisasi masyarakat Islam

seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait larangan bunga.
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Mabin (2001) menyatakan bahwa beberapa pandangan mengenai resitensi adalah
sesuatu yang tidak dapat dihindari dan sebagai respon sikap pada perubahan
merupakan ancaman. Resitensi dilihat sebagai sebuah problem, suatu hal yang
perlu diatur dan diatasi untuk memastikan perubahan yang sukses. Resistensi untuk
merubah diakui sebagai blok yang mendasar dan sebuah alasan utama kenapa suatu
perubahan tidak berhasil atau dapat dijalankan. Dapat juga didefinisikan sebagai
sebuah ekspresi pada sikap keberatan dimana normalnya muncul sebagai sebuah
respon atau reaksi untuk berubah (Block, 1989). Terdapat beberapa faktor
penyebab resistensi sebagai berikut :
1. Faktor Individu : merupakan faktor personal/pribadi seseorang yang
didasari sikap pengalaman sebelumnya.
2. Faktor Grup : kelompok yang solid/kompak, norma sosial, dan
partisipatif dalam membuat keputusan.
3. Faktor Organisasi : ancaman yang diberikan oleh orang yang tidak
diketahui, berpeluang untuk bersikap pada status quo, konsekwensi

beban kerja.

Sebagai tambahan bahwa ada banyak alasan mengapa terdapat resitensi dalam
sebuah organisasi. Pada dasarnya disetiap dalam sistem organisasi mengalami
resistensi terhadap suatu perubahan selama tidak diiringi dengan sikap penyesuaian
terhadap perubahan yang akan diberikan. Kanter (1985) telah mengidentifikasi

sepuluh tipe resistensi, sebagai berikut :
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Tabel. 1. Identifikasi 10 Tipe Resistensi

Sebab Outline
Fear of the | Suatu keadaan ketidakpastian terhadap perubahan alami,
unknown perasaan yang tidak diketahui apa yang sedang terjadi dan hal

Loss of control

Loss of face
Loss of
competency
Need for security

Poor timing

Force of habit

Lack of support

Lack of

confidence

apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang

Perasaan bahwa perubahan terjadi pada seseorang namun
bukan dibuat oleh seseorang tersebut, rasa khawatir terhadap
diri sendiri tanpa mengetahui terhadap sesuatu yang terjadi
bahkan tempat/lokas terjadinya perubahan tersebut.

Perasaan malu oleh perubahan dan menganggap bersalah
terhadap apa yang telah dilakukan masa lalu

Perasaan terhadap kemampuan dan kompetensi yang dimiliki
tidak lama lagi mampu menghadapi perubahan
Kekhawatiran pada posisi yang akan ditempati setelah
perubahan

Merasa terjebak pada hebatnya perubahan yang menekan
seseorang atau tertuntut pada perubahan yang pada saat yang
sama seseorang itu sudah merasa kerja berlebih.

Tidak menyukai perubahan dalam job desk, lebih merasa
nyaman terhadap rutinitas dan kebiasaan yang saat ini
Kurangnya dukungan dari pengawas/supervisor dan/atau
organisasi, tidak memiliki sumber daya yang mumpuni dalam
mengimplementasi perubahan
Kurangnya kepercayaan diri sekali

terhadap sesuatu,

perubahan, dituntut harus jauh lebih baik dari sebelumnya
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Lingering Menjadi keras hati dikarenakan kurangnya apresiasi terhadap
resentment orang yang terlibat dan amarah terhadap mekanisme yang

telah diberikan/treatmen pada masa sebelumnya

Dengan demikian, resistensi merupakan suatu kecenderungan individu atau orang
untuk menolak perubahan dan berupaya mempertahankan status dan kenyamanan
kerja sebagaimana yang telah diperoleh sebelumnya. Perubahan yang dihadapi
menjadi sebuah ancaman sekaligus kecemasan untuk dapat beradaptasi atau tidak
mampu mengimbangi perubahan yang terjadi. Sehingga, berbagai kemudahan
yang diperoleh seama ini dikhawatirkan akan lenyap dan menimbulkan sifat keras
hati dalam menyikapi perubahan yang ada.

2.3 Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah nama pada sistem yang mengusung kriptografi
dalam mengirimkan data dengan safety dan untuk medium exchange berupa token
digital secara terdistribusi. Istilah Cryptocurrency adalah salah satu jenis alat tukar
digital (virtual currency) yang terdiri dari 2 jenis, yang pertama adalah virtual
currency berupa uang digital seperti uang yang digunakan di platform video game,
cash Telkomsel, cash XL, Indosat Dompetku dan masih banyak lainnya. alat
pembayaran digital.

Sifat mata vang virtual ini tersentral, dipola oleh sebuah institusi atau
coorperation. Yang kedua adalah mata uang virtual yang menggunakan teknologi
kriptografi atau dikenal dengan cryptocurrency dimana untuk setiap transaksi
datanya akan dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi tertentu (Mulyanto,
2015). Cryptocurrency adalah rangkaian kode kriptografi yang dibentuk dengan
bentuk dan rupa tertentu, sehingga dapat digunakan dalam penyimpanan, untuk
media pembayaran dan juga dapat digunakan sebagai pengiriman/transfer data

melalui email (Yohandi, 2017).

16) Laporan PPIPKM Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry Tahun 2020



Sabirin menyatakan bahwa Cryptocurrency merupakan alat pembayaran
atau mata uang digital yang belum memiliki regulasi pemerintah, dan belum dapat
dijadikan sebagai mata uang resmi. Konsep cryptocurrency inilah yang
melatarbelakangi lahirnya mata uang digital yang begitu populer saat ini, yaitu
bitcoin (Sabirin, 2015). Menurut Bank Indonesia, virtual currency adalah uang
digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan
cara pembelian, transfer pemberian (reward) atau mining yakni, proses
menghasilkan sejumlah virtual currency baru, yang melibatkan proses matematika
yang rumit (Bank Indonesia, 2018).

Mengenai ciri dan bentuk karakter virtual currency ini, yaitu: 1. Tidak
adanya regulator, sehingga tidak ada kepastian hukum dan memastikan
keamanannya. 2. Transaksi peer to peer tanpa lembaga perantara resmi, sehingga
tidak ada yang menangani keluhan yang muncul; 3. Identitas pengguna dapat
disamarkan sehingga rawan digunakan untuk kegiatan illegal. 4. Tidak terdapat
entitas sentral sebagai penanggung jawab, sehingga harga ditentukan oleh
permintaan dan penawaran. Sementara itu, risiko penggunaan mata uang virtual
yang menyebabkan pengguna dilarang di Indonesia adalah: 1. Nilai tukar sangat
fluktuatif, rentan terhadap risiko gelembung; 2. kemungkinan digunakannya dalam
tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan 3. Rentan terhadap
cyber.

Merujuk pada kemunculan Crypto,  terdapat hubungan terhadap
ketidapercayaan sebagian masyarakat terhadap fiat money. Jka kembali kepada
histori mata uang, maka sejarah mata uang sendiri hadir dari keinginan manusia
dalam memenuhi kebutuhannya. Diawali dengan mekanisme barter hingga
menggunakan emas perak. Konsep barter pada akhirnya tidak mampu
menyesuaikan antara keinginan dan kebutuhan yang diharapkan, serta nilai dan

ukuran yang tentunya sangat sulit untuk mencapai kesepakatan yang adil.
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Sehingga, dicarilah sesuatu yang bernilai, yang disukai, dan dapat menjadi ukuran
serta dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama yang nantinya dapat
digunakan seluruh jenis barang.

Seiring perkembangan waktu, membawa emas dan perak dalam setiap
kegiatan menimbulkan permasalahan baru berupa pencurian dan perampokan.
Maka, muncullah beberapa perusahaan yang menyediakan layanan penyimpanan
emas dan perak dengan pencatatan dalam bentuk surat kepemilikan yang sah.

Selanjutnya proses ini terus berlangsung, para pedagang melakakan
perdagangan dengan menggunakan surat kepemilikan tersebut. Pada tahun 1933,
presiden Amerika, Franklin D Roosevelt mengeluarkan kebijakan untuk
menyerahkan kepemilikan emas masyarakat dalam bentuk kecil maupun besar
kepada Federal Reserve Bank dan melarang masyarakat melakukan penimbunan
(Postmaster, 1933). Hasil penyerahan teresebut selanjutnya ditukar dalam bentuk
sertipikat kepemilikan yang menandakan kepemilikan sesuai jumlah yang telah
diserahkan. Namun, pada tahun 1971, presiden Amerika yang ke-37, Richard
Nikson, memberlakukan rencana mengakhiri konvertibilitas dollar ke emas
(Ghizoni, 2013). Kenyataan ini menunjukkan bahwa uang kertas dollar tidak
memiliki nilai penukaran emas sebagaimana sebelumnya.

Perkembangan teknologi yang ada memberikan solusi alternatif cepat dan
bersifat global, yang berikutnya disebut dengan Cryptocurrency. kemunculan
crypto sendiri merupakan hasil dari inovasi dari teknologi Blockchain.
Cryptocurrency digunakan sebagai alat tukar yang bersifat peer to peer (P2P) atau
menghubungkan seseorang dengan lainnya tanpa ada campur tangan pihak ke 3
yang tercatat pada blok-blok yang terikat, tervalidasi secara aman melalui minting
(Zeynep Gurguc and William Knottenbelt, 2017). Cryptocurrency secara teknikal
merupakan sebuah mata uang elektronik yang berbasis pada skema kriptograpi

(Ahamad, 2013). Cryptocurrency berasal dari dua suku kata, yaitu : Crypto dan
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Currency. Crypto sendiri merupakan berasal dari bahasa Inggris yang bermakna
tersembunyi atau rahasia. Adapun currency bermakna medium of exchange yaitu
alat tukar atau mata uang. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dibuat
sebagai alat tukar/mata uang melalui jaringan komputer yang tidak dapat
diintervensi atau dipegang oleh otoritas manapun seperti pemerintah dan bank

(wikipedia, 2022).

PEER2PEER

Gambar 2. llustrasi Peer to Peer Transaction

Teknologi yang digunakan dalam transaksi ini diproses dalam bentuk
Blockchain atau blok-blok yang terhubung satu dan lainnya yang terikat dengan
chain atau rantai dimana setiap transaksi yang dilakukan akan tersimpan secara
otomatis pada blok-blok yang terhubung. Cryptocurrency bekerja dengan konsep
Desentral yang mana pada setiap data yang diproses tersinkron secara otomatis
demi menjaga agar semua proses transaksi dapat diverifikasi dan terkontrol. Semua
data yang berlangsung dienkripsi dengan aman dan berwujud anonim serta
sinkronisasi yang terjadi pada proses ini tidak akan terbalik/beradu dan dipalsukan.
Semua proses yang berlangsung tidak membutuhkan biaya tinggi dalam proses
konversi, bahkan prosesnya sangat cepat. (Omar, Khaled, dan Syiam, 2020). Ada
beberapa hal fitur yang dimiliki dalam crypto, yaitu (Divij, 2020) :
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irreversibel

minim
Administrasi

pseudonymous

Gambar. 3. Keunggulan teknologi transaksi pada Crypto

a. [Irreversibel, merupakan transaksi yang telah dilakukan tidak dapat
dibatalkan, artinya keputusan yang telah dilakukan dalam transaksi
tidak dapat diubah.

b. Pseudonymous, transaksi yang terjadi pada crypto akan menyamarkan
secara acak akun dalam bentuk alamat yang memiliki karakter unik.

c. Global, jangkauan yang dapat dilakukan dalam satu transaksi
mencakup seluruh dunia tanpa ada batas.

d. Cepat, proses transaksi dalam pengiriman atau pembelian dapat selesai
dalam hitungan menit.

e. Aman, dana yang tersimpan dalam akun/wallet dikunci dengan sistem
kriptograpi, proses transaksi hanya akan dapat dilakukan oleh pemilik

yang memiliki kode rahasia. Dengan demikian, sistem kriptograpi
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dengan kode-kode alpabet dan angka tersebut adalah tidak mungkin
dapat dipecahkan.

f. Minim Administrasi, proses transaksi anti terhadap aturan-aturan yang
mengikat atau disebut permission-less. Sehingga, setiap orang bebas

melakukan transaksi tanpa harus meminta izin kepada siapapun.

2.4 Transaksi dalam Pandangan Islam

2.4.1 Sharf
Penukaran mata uvang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan

money changer atau valuta asing, dalam bahasa Arab sering disebut dengan sharf.
Dalam kamus Munjid, disebutkan bahwa sharf berarti menjual uang untuk
mendapatkan uang lebih. Secara bahasa, valuta asing atau sharf memiliki arti al-
Ziyadah (tambahan), pertukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli (Hasan,
2005). Ibnu Maudud Maushuli menjelaskan istilah Sharf merupakan penukaran
jenis uang dengan jenis uang lain atau jenis barang dagangan tertentu dengan jenis
barang dagangan lain dengan cetakan, bentuk dan logam yang similar. Adapun
ketika uang ditukar dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak, hal
ini tidak diperbolehkan kecuali dengan contoh dan pengiriman. Veithzal Rivai
menyatakan bahwa Sharf adalah jual beli mata uang yang pada mulanya mata
uangnya adalah emas dan perak (Veithzal, 2010).

Sedangkan dari segi istilah atau istilah, terdapat beberapa pengertian oleh
para ulama yang berbeda-beda, sebagai berikut: 1. Wahbah Zuhaili menyatakan,
Sharf merupakan penukaran jenis mata uang dengan mata uang lain, sejenis atau
semisal, seperti dolar dengan rupiah atau rupee untuk uang ringgit (Zuhaili, 1985).
Abd. Rahman Jazairi mengatakan, Sharf adalah suatu penukaran/exchange mata
uang asing dengan rupee, emas dengan emas, perak dengan perak, atau boleh juga

satu dari pada keduanya (al-Jazairi, 1985).

Laporan PPIPKM Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022 (2 1



2.4.2 Dasar hukum Sharf

Sa'id al-Khudri ra, bahwa Nabi SAW bersabda: “Dari Abu Said al
Khudzriy ra, bahwa Nabi SAW bersabda. "Janganlah kamu menjual emas dengan
emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikannya kepada orang
lain. . Jangan menjual perak dengan perak kecuali dijual, dan jangan
memberikannya kepada orang lain. Jangan menjual kepadanya sesuatu yang tidak
ada dengan sesuatu yang tunai (tersedia). (H. Muttafaq Alaihi) Hadits di atas
menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak tidak
boleh jika tidak cocok, tidak ada yang melebihi. Rasulullah SAW bersabda, “Emas
dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan
jagung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama saja uang dengan uang,
Jika beda dari itu semua maka juallah sebanyak-banyaknya. seperti yang Anda
lakukan jika itu uang tunai. "(HR. Muslim).

Para fuqaha mengartikan sharf sebagai suatu kegiatan jual beli mata uang
dengan mata uang yang semisal maupun dengan mata uang yang tidak semisal.
Menurut pendekatan pendekatan fikih klasik, persoalan ini dapat diperoleh dalam
bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan
dirham. Satu dinar, menurut Syauqi Syahtah (seorang ahli figih dari Kairo),
bernilai empat, lima satu gram emas. Para ulama jumhur sepakat bahwa 1 dinar
sama dengan 12 dirham dan menurut hanafiyah, yaitu 10 dirham. Hal yang berbeda
ini terjadi ketika karena fluktuasi mata uang pada daerah masing-masing yang
boleh jadi berbeda.

Dewasa ini, banyak bentuk penukaran mata uang yang dilakukan oleh bank
devisa atau money changer, contohnya jual beli ringgit dengan dolar atau mata
uang asing lainnya (Sjahdeini, 2014) Mengingat sharf sebagai salah satu kegiatan
usaha bank di bidang jasa. , memiliki dasar syariah yang terdapat dalam hadits

nabi: “Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu Anhu, berkata, Rasulullah
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Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:” Jual beli emas dengan emas adalah riba
kecuali pengiriman langsung, jual beli gandum dengan gandum adalah riba
kecuali penyerahan langsung, jual beli kurma dengan kurma adalah riba kecuali
penyerahan langsung, jual beli jelai adalah riba kecuali penyerahan langsung.”
2.4.3 Syarat Sharf

Para fuqaha memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli
mata uang adalah sebagai berikut:

a. Nilai tukar yang diperdagangkan adalah pengendalian
berdampingan dengan pembeli dan penjual sebelum keduanya
hendak berpisah.

b. Jika mata uang atau mata uang yang diperdagangkan adalah sejenis,
maka jual beli mata uang tersebut harus dilakukan dalam mata uang
yang sama dengan kualitas dan kuantitas yang sama meskipun
model mata uangnya berbeda.

c. Sharf, tidak diharuskan dalam kontrak untuk memiliki hak khiyar
bagi pembeli. Syarat khiyar, yaitu hak suara pembeli untuk dapat
melanjutkan jual beli mata uvang tersebut setelah selesai jual beli
sebelumnya atau tidak untuk melanjutkan jual beli, syarat-syaratnya
disepakati pada saat akad nikah. transaksi sebelumnya. Dalam hal
ini, keausan terbukti dapat dihindari (Sjhadaeini, 2014).

d. Dalam akad syarif tidak boleh ada tenggang waktu antara
penyerahan mata uang yang dipertukarkan di antara keduanya
karena syarat sahnya syarif menguasai pokok akad harus dilakukan
secara tunai (harus dilakukan pada waktu itu dan tidak harus
berhutang) dan akta penyerahan harus dilakukan di depan kedua
belah pihak. Mereka yang melakukan jual beli mata uang terpisah.
Akibat hukumnya adalah apabila salah satu pihak meminta
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tenggang waktu maka akad assharf tidak sah, karena terjadi
penangguhan kepemilikan dan penguasaan atas objek akad sharf

yang dipertukarkan (Anshori, 2009).

2.4.4 Norma Sharia dalam mata uang asing

Sesuai Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah nomor nasional:

28/DSNMUI/IIT/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (sharf), ada empat jenis operasi

valuta asing, yaitu:

1y

2)

Spot transaksi, atau transaksi beli dan jual mata uang asing (valas)
dalam serahterima pada saat akad berlangsung atau selambat-
lambatnya dua hari. Jika demikian, maka Hukumnya boleh karena
dianggap tunai, sedangkan dua hari dapat dinyatakan sebagai proses
penyelesaian yang tidak memungkinkan. Namun, jika saat ini dan
diterapkan untuk masa yang akan datang, antara dua kali dalam dua
puluh empat jam sampai dengan satu tahun. Maka, Hukumnya adalah
haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang disepakati
(muwa'adah) dan serah terimanya dilaksanakan di kemudian hari,
meskipun harga pada waktu penyerahan itu belum tentu sama dengan
nilai yang disepakati.

Transaksi forward, atau transaksi pembelian dan penjualan valuta asing
yang nilainya ditentukan pada saat itu dan akan diterapkan untuk masa
yang akan datang, antara dua kali dalam dua puluh empat jam hingga
satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan
adalah harga yang disepakati (muwa 'adah) dan serah terimanya
ditetapkan pada hari berikutnya, meskipun harga pada waktu
penyerahan itu belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali
jika dilakukan. berupa perjanjian diawal demi hajat yang tidak mungkin

dapat dihindarkan (7il hajah).
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3) Transaksi Swap, yaitu kontrak pembelian atau penjualan mata uang
asing pada nilai/harga berlangsung (spo?) yang
dikonjungksikan/digabungkan dengan pembelian antara penjualan
mata uang asing yang sama dengan harga hari didepan. Dalam konteks
ini, maka Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir
(spekulasi).

4) Transaksi Opsi, yaitu akad untuk mendapatkan hak beli atau hak untuk
menjual yang tidak mewajibkan dilakukan pada sejumlah unit mata
uang asing tertentu pada harga & jangka waktu/tanggal akhir tertentu.
Pada konteks ini, maka Hukumnya haram, disebabkan transaksi ini

memiliki unsur judi (spekulasi).

2.4.5 Aturan Syariah pada Pasar Valuta Asing

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 28 / DSNMUI / 111/2002
tentang jual beli mata uang (AlSharf), transaksi jual beli mata uang secara online
dari prinsip dapat tunduk pada kondisi berikut. 1) bukan digunakan untuk spekulasi
(untung-untungan). 2) Keperluan untuk transaksi atau untuk jaga-jaga (tabungan).
3) Jika transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis, maka nilainya wajib
sama dan dilakukan secara tunai (al/-taqabudh). 4) Adapun ketika berbeda maka,
wajib dilaksanakan dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi/spot dan secara
tunai.

Menurut Antonio (2001), kegiatan pertukaran mata uang harus bebas dari
unsur maisir, gharar, dan riba. Maka, aturan yang wajib dipatuhi, harus
memperhatikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penukaran wajib dilaksanakan secara tunai dan tagabud (spot), artinya

setiap pihak yang berkepentingan harus menerima dan menyerahkan

masing-masing mata uang pada waktu yang bersamaan.
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2. Alasan pertukaran itu untuk kepentingan transaksi komersial, yaitu
transaksi komersial barang dan jasa antar negara, bukan untuk
spekulasi.

3. Perdagangan bersyarat harus dihindari. Contohnya, pihak ABA
menyetujui untuk membeli barang dari pihak BYB hari ini dengan
syarat BYB membelinya kembali di masa mendatang.

4. Transaksi berjangka harus dilaksanakan dengan orang-orang yang

dapat dipercaya dan juga dapat menyediakan pertukaran valuta asing.

2.5. Magqashid Syariah

Magqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu : Maqashid atau tujuan-tujuan,
dan Syariah yang berarti syariat atau Hukum yang telah ditetapkan Allah swit,.
Magashid merupakan bentuk plural dari magshud, yaitu sesuatu yang berkaitan
dengan niat dan mengarah untuk melakukan sesuatu baik dalam perkataan maupun
perbuatan. Dengan demikian, maqashid syariah berarti magshud pemberi syariat
yang merupakan makna, tujuan, hasil, nilai yang berhubungan dengan yang
dimaksudkan oleh sang pemberi syariat itu sendiri. Apa yang diinginkan dalam
syariat dari seorang mukallaf adalah agar selalu berusaha untuk menjalankan
tujuan/goal dari syariat itu diturunkan (Risuni, 2009).

Merujuk ilmu syariat, kata maqashid menunjukkan varian makna, yaitu :
hadad berarti tujuan, ghayah berarti tujuan akhir, mat/ub berarti sesuatu yang
dituntut serta Ghard yang berarti sasaran (Audah, 2013). Konsep maqashid syariah
oleh seorang ulama bernama imam al-Syatibi. Beliau membagi konsep maqashid
syariah atas dua bagian, yaitu : maqashidu Syari’ dan maqashidu mukallaf. Ibnu
Asyura (dalam muhammad sa’ad, 1998) menyatakan maqashid syariah adalah
beberapa makna dan hukum yang diperhatikan oleh syari’. Maqgashid Syariah
melingkupi hikmah dibalik hukum, maqashid syariah juga merupakan ghayah
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(tujuan) baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, membuka jalan menuju
kebaikan atau menutup jalan menuju keburukan.

Cakupan atau skop maqashid syariah juga sebagai bentuk "perlindungan
Jiwa dan pikiran manusia” yang menjelaskan larangan mengkonsumsi alkohol dan
minuman lain yang mematikan pikiran/akal. Selanjutnya, makna maqashid syariah
adalah kumpulan makna ketuhanan dan konsep moral yang menjadi dasar hukum
Islam. Maqashid syariah juga dapat menyajikan hubungan antara hukum Islam dan
gagasan terbaru tentang hak asasi manusia, pembangunan dan kewarganegaraan
(Jasser, 2015). Abdul Wahhab Khallaf (2003) membagi tiga cara pembagian
manfaat berdasarkan syariah, antara lain: pertama, yaitu Maslahah mu'tabarah
adalah kemaslahatan yang berlandaskan syara, artinya ada dalil khusus yang
menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan.

Kedua, Maslahah mulgha adalah manfaat yang ditolak oleh Syariat karena
bertentangan dengan aturan syariat. Sebagai contoh, Syariat menetapkan bahwa
mereka yang berhubungan suami istri atau bersenggama di siang hari selama bulan
Ramadhan dikenakan hukuman berupa membebaskan budak, atau berpuasa selama
dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Hukuman memberi
makan enam puluh orang faqir lebih baik dari pada puasa dua bulan berturut-turut.

Ketiga, Maslahah mursalah, kajian maslahat dapat didekati dari dua
pendekatan yang berbeda, maslahat sebagai tujuan syar'i dan maslahat sebagai
proposisi hukum yang otonom. Semua ulama sepakat bahwa maslahat adalah
tujuan Syariah, tetapi mereka berbeda dalam keberadaannya sebagai proposisi
hukum. sehingga terjadi dialektika antara sastra, nyata dan bermanfaat. Nash
menurut ulama ushul menurut dalalahnya terbagi menjadi dalalah qoth'iyah dan
dalalah dzanniyah.

Al-Fasiy (1971) menyatakan makna dari maqashid syariah merupakan

sesuatu tujuan yang diingkan oleh syari’ dan memiliki muatan rahasia yang telah
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ditetapkan Allah pada ketetepan-ketetapan dalam hukum. Esensi dari maqashid

syariah memiliki tujuan yang dikehendaki oleh syari’ demi mewujudkan kebaikan

serta menjauhi dari mudharat atau menarik manfaat dan menolak bahaya. Al-

Ghazali (1999) menjelaskan bahwa maslahat menurut ajaran Islam merupakan

segala sesuatu yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang terbagi

dalam lima bagian utama, yaitu : hifzu din (memelihara agama), hifzu nafs

(memelihara jiwa), hifzu Aql (memelihara akal), hifzu nasl (memelihara

keturunan), dan hifzu mal (memelihara harta).

Beliau juga menambahkan dalam Khatib (2018) bahwa syarat-syarat

maslahah mursalah yang dijadikan hujjah (dalil) dalam penetapan hukum, yaitu;

1.

Maslahat itu selaras dengan bentuk/jenis perbuatan atau tindakan ketetapan
hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa,
harta, dan keturunan/ kehormatan). Inilah persyaratan ini bagi diterimannya
maslaha mursalah. Maslahah mulgah (yang bertentangan dengan nas dan
ijma’) harus di tolak. Demikian pula maslaha gharibah (yang sama sekali
tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan).
Bahkan al-Ghazali yang menyatakan maslahat semacam itu hakikatnya
tidak ada.

Maslahat yang diakui dalam hukum berupa maslahat dhoruriyat atau hajiah
yang menempati kedudukan dhoruriyat. Maslahat tahsiniat tidak dapat
dijadikan hujjah/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil
khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat

qiyas, bukan atas nama maslahah mursalah.
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2.6. Maslahah

Maslahah menurut mazhab Syafi’l secara bahasa merupakan antonim dari

kerusakan (Jauhari, 1987). Jika disebut dengan “aslaha-shalah” dalam bermakna

“khaer” atau baik/benar. Dan segala yang membuka manfaat, menjaga dari

mudharat atau menjauhi bahaya atau menahan kerusakan maka hal tersebut dapat

disebut sebagai maslahah (Buthi, 2005). Adapun dalam konsep maslahah terdapat

dua ketentuan, yaitu : Pertama, Haqiqi yaitu manfaat hakiki dari kalimat Sulhu

yang menunjukkan kebalikan dari kerusakan. Kedua, Majazi yaitu satu dari

masalih dan shalah antonim dari kerusakan.

Hamid (2009) menjelaskan definisi dari imam Ghazali bahwa definisi dari

maslahah dapat dirangkum sebagai berikut :

a.

Maslahah pada dasarnya adalah membuka manfaat dan menahan bahaya
atau membuka ruang manfaat dan menahan ruang mudharat secara
bersamaan.

Imam Ghazali tidak bermaksud memaknai maslahah adalah “urfi” atau
suatu kebiasaan yang baik, melainkan menganggap maslahah merupakan
suatu hal yang dapat membuka ruang faidah atau menahan mudharat
sebagaimana tujuan Syari’, tidak semata-mata hanya mengejar manfaat
atau menjauhi mudharat sebab terkadang apa yang bermanfaat pada
pandangan manusia itu baik belum tentu baik disisi Allah. Karena, sesuatu
yang dipandang baik disisi manusia namun buruk disisi Allah, maka yang
demikian tersebut merupakan sesuatu syahwat atau hawa nafsu saja.
Pendekatan definisi di atas merupakan metode yang sama sebagaimana
halnya qiyas. Maknanya adalah rujukan maslahah selalu dikaitkan dengan
magqashid syariah dalam segala hal bahkan menjadi syarat asasi.

Imam al-Ghazali dalam pandangannya mengganggap bahwa maslahah

merupakan maqsudu syar’l atau maksud dari suatu syariat itu sendiri yang
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mana kalimat ini dapat dipahami bahwa dengan maslahah dapat terpelihara
tujuan syariat.

e. Maslahah tidak berarti jika tidak memenuhi keriteria lima yang telah
ditetapkan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, maka
suatu itu dapat dipandang maslahah jika memenuhi kelima hal tersebut, jika
tidak maka berarti terdapat kerusakan atau mudharat.

f. Sesuatu itu tidak dapat dianggap maslahah jika tidak memenuhi lima
ketentuan dalam maqashid syariah (memelihara, akal, jiwa, agama, harta,

dan keturunan).

Imam Thufi dalam hamid (2009) mendefinisikan maslahah merupakan
sebab yang mendatangkan atau yang membawa kepada tujuan dan maksud syariat,
ibadah, atau sesuatu yang ditujukan pada sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi
semua makhluk, dan mengenai aturan hidup manusia, keadaannya, seperti adat
istiadat. Adapun pandangan syariat Islam terhadap kedudukan maslahah memiliki
peranan penting. Jika melihat dari sisi hukum yang bersumber atau berkaitan
dengan nas syariah, maka didapati bahwa Allah swt., menginginkan terwujudnya
kebaikan/kedamaian/kebermanfaatan manusia dan menghindari mereka dari
kebinasaan (Syalbi, 1981). Jika merujuk pada nas-nas yang terdapat dalam syariat,
maka kita mendapati bahwa tujuan umum dari turunnya syariat adalah memelihar
aturan umat dan mengkekalkan kedamaian dan kebaikan bagi setiap insan, yang
mencakup akal, perbuatan/aktifitas, segala bentuk muamalahnya, dan segenap
makhluk hidup lainnya (Bardisi, 1983).

Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa sesungguhnya syariat Islam dasar dan
bangunannya adalah atas dasar hukum dan maslahah (kebaikan) bagi hamba dlaam
kehidupan dimana kesemuanya itu berjalan secara adil dan seimbang, kerahmatan,

kedamaian, bijaksana, maka dengan demikian segala yang keluar dari nilai
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keadilan, dari rahmat kepada yang berlawanannya, dari maslahah kepada
kerusakan, dari hikmah kepada sia-sia, maka itu bukanlah syariat Islam jikapun ada
termasuk pada bagiannya maka itu perlu ada takwil (Darar, 2006) .
2.7. Qawa’id Figh

Qawa’id Figh Qawaid figh secara bahasa merupakan bentuk plural dari
Qa’idah yaitu Asas atau pondasi yang merupakan asas/pokok sesuatu. Kalimat
qawaid juga tertuang di dalam Alquran dalam surah al-Baqarah ayat 127 dan pada
surah al-Nahl ayat 26 yang mana makna dari penyebutan pada kedua ayat tersebut
adalah asas (Khairuddin, 2010). Adapun qawaid dalam istilah memiliki banyak
definisi khusus, sebagaimana mengutip dari al-Jurjani menyatakan bahwa qawaid
adalah ketetapan hukum kulliyah yang mencakup keseluruhan bagian-bagiannya.
Al-Za’abi menugqil bahwa qawaid fighiya adalah hukmun kulli yata’arrafu minhu
ahkamal juz’iyyat al-fighiyya mubasyarah yang berarti keseluruhan hukum yang
dengannya dapat diketahui seluruh bagian-bagian hukum dalam figh secara
langsung. Beliau menjelaskan maksud dari pernyataan ini dengan arti bahwa
melalui gawaid figh seseorang akan dapat mengetahui secara langsung padanan
hukum yang sesuai berdasarkan konteks yang dihubungkan.

Adapun beberapa bagian dari qawaid figh dapat diuraikan sebagai berikut
(al-Za’abi, 2008) :

a. Qawaid khamsah kubra

Merupakan suatu kaidah umum yang menjadi rujukan segala
permasalahan figh. Bahkan bisa dikatakan sebagai sandaran dalam ilmu
figh itu sendiri. Pada kaidah ini juga memiliki cabang kaidah figh. Adapun
kaidah tersebut adalah sebagai berikut : al-umur bi maqashidiha, al-dharar
yuzal, al-adah muhakkamah, al-masyaqqah tajlibu taisir, al-yakinu la
yuzulu bi syakKki.

b. Qawaid kulliyah
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Merupakan kaidah yang didalamnya terdapat bagian figh dan memiliki

bab-bab yang banyak, akan tetapi lebih sedikit dari kaidah kulliyah kubra.

Sebagai contoh adalah sebagai berikut : ’'malul kalam aula min ihmalihi,

al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad, dan lain-lain.
c. Dhawabit fighiyah

Merupakan kaidah fikih yang khusus membahas bab figh atau dapat

didefinisikan segala sesuatu yang menghimpun bagian-bagian dari satu

bab. Pada pembahasan ini para ulama tidak menganggap ada perbedaan

antara qawaid dan dhawabit, meski jika ditelaah lebih lanjut, pada

keduanya memiliki terdapat perbedaan.

Dalam arti (istilah ulama ushul al-figh), kaidah-kaidah figh dirumuskan

dengan redaksi yang berbeda. Sebagai contoh dikemukakan beberapa rumusan

para ahli hukum Islam menurut Duski Ibrahim (2019), sebagai berikut:

Pertama, menurut at-Taftazani, aturan adalah hukum umum (kulli)
termasuk semua bagiannya (juz'i) dimana hukum juz'i adalah bagian dari
hukum umum atau kulli.

Kedua, an-Nadwi mengutip at-Tahanawi yang mengatakan bahwa
aturan adalah sesuatu yang bersifat umum yang meliputi semua
bagiannya, ketika hukum bagian sebelumnya diketahui.

Ketiga, menurut as-Subki aturan figh adalah hukum kasus kulli (umum)
yang sesuai dengan banyak spesifik (hukum cabang), dari mana (dari
hukum kulli) hukum masing-masing hukum atau cabang tertentu
diketahui.

Keempat, menurut az-Zarqa yang dikutip oleh A. Rahman, kaidah-
kaidah figh yang menjadi landasan figh adalah kulli, berupa nash-nash
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hukum yang ringkas, terdiri dari hukum-hukum syariah umum tentang

fakta-fakta yang menjadi subjeknya (maudu').

Menurutnya, Dari rumusan-rumusan di atas dapat dipahami bahwa hakikat
kaidah figh adalah kulli atau umum, yang terbentuk dari figh (juz'iyah) tertentu.
Oleh karena itu, kaidah-kaidah figh merupakan generalisasi dari hukum-hukum
figh tertentu. Namun, menurut adat, semua kulli, termasuk aturan figh ini,
menemukan pengecualian (istitsna), spesialisasi (takhshish), interpretasi (tabyin)
dan detail (fafshil). Memang ada kemungkinan-kemungkinan tertentu atau aturan
cabang tertentu yang tidak dapat dimasukkan dalam aturan, berdasarkan spesifikasi
atau kekhasan tertentu. Pengecualian ini akan terlihat dalam contoh kasus dari
setiap aturan yang akan disajikan nanti. Mencermati uraian sebelumnya, penulis
dapat menyimpulkan bahwa kaidah-kaidah figh merupakan generalisasi dari
hukum-hukum figh yang bersifat umum atau aghlabiyah (yang mencakup sebagian
besar persoalan figh) dan terkandung dalam proposisi-proposisi, tema yang

sempurna, meskipun terkadang sangat sederhana (Ibrahim, 2019).
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2.8. Kerangka Teori

Penelitian ini akan terpusat pada penguraian dua variabel yang menjadi
pokok permasalahan, yaitu Desentralisasi Blockchain dan Resitensi Masyarakat
terhadap Cryptocurrency. Selanjutnya, kedua variabel tersebut akan ditinjau dari
pandangan Islam, yaitu : Maqashid Syariah, sisi Maslahah dan Mudharatnya,
Fatwa Ulama, dan Qawa’id Figh. Untuk lebih jelasnya, dapat saya uraikan dalam

gambar berikut :

Desentralisasi Blockchain Resistensi Masyarakat

Cryptocurrency

Pandangan Islam

N

Magqashid Syariah Maslahah Fatwa Ulama Qawa’id
Figh

Gambar 4. Kerangka teori
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini ada tiga proses, yaitu pengumpulan data,
pengolahan data, dan analisis serta penyajian data. Pengumpulan data bertujuan
untuk menentukan sumber data dari berbagai buku yang berisi tentang
permasalahan individu dalam keuangan syariah. Setelah itu, peneliti
mendokumentasikan dan memperoleh informasi serta menuangkan informasi
tersebut dalam bentuk notes, buku, transkip serta literatur yang behubungan dengan
Cryptocurrency, Blockchain, dan Keuangan Syariah.

Proses selanjutnya peneliti mengumpulkan data dengan melaksanakan
wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang dapat menjawab rumusan
permasalahan dalam penelitian tersebut melalui indepth interview. Proses akhir
peneliti mengolah data dengan bentuk triangulasi dan mendudukkan dengan
pendekatan qawaid figh dengan melihat maslahah maupun mudharat yang akan

dihasilkan dari objek yang dikaji. Berikut ini merupakan tabel rancangan

penelitian:
Tabel 2: Tabel Rancangan Penelitian
Fase Aktivitas Keterangan Target Output
1 Identifikasi mengidentifikasi masalah |e daftar masalah/
Masalah melalui  keadaan  atau model.

model/kondisi yang sudah |e daftar hal-hal yang
ada, pada konteks ini dibutuhkan pada
permasalahan tersebut pengayaan dan
adalah seputar Teknologi peningkatan model

Blockchain dan Resistensi
Masyarakat terhadap
Cryptocurrency, serta
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pandangan para
ulama/cendekiawan
terhadap Aset Digital.

2 Dokumentasi

Mengumpulkan  sumber
data untuk mengatahui
informasi, literasi,
Teknologi Blockchain dan
Resistensi Masyarakat
terhadap Cryptocurrency,
serta  pandangan  para
ulama/cendekiawan

terhadap Aset Digital.

Blockchain

Ulama/ Cendekiawan
Literasi
Cryptocurrency

3 Penyusunan
instrumen
penelitian

Menyusun instrumen
penelitian sebagai alat
untuk mengukur tingkat
keberhasilan model yang
diterapkan

Draf instrumen
penelitian (lampiran
wawancara)

4 Wawancara
mendalam

Melaksanakan wawancara
kepada
ulama/cendekiawan

Pencatatan hasil
pengumpulan data

5 Pengolahan
Data

Melakukan tahap
pengujian data dengan
melakukan filterasi secara
rapi dan valid. Selanjutnya,
peneliti akan melakukan
penggabungan data
melalui skema Tri
Angulasi.

Hasil
data

pengolahan

6 Analisis Data

Data primer dalam
penelitian ini dianalisis
dengan menggunakan
teknik analisis swot, yaitu
mengukur kekuatan,
kelemahan, peluang dan
ancaman.

Berikutnya melakukan
analisa dengan pendekatan
Magashid Syariah, Qawaid
Figh, dengan melihat sisi

Draf Analisa Data
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Maslahah dan
Mudharatnya.
7 Evaluasi dan | Memberikan temuan yang |e Draf hasil temuan
Pembenahan menunjukkan  maslahah
yang dihasilkan dari objek
penelitian
8 Pemecahan Memecahkan solusi | e Problem solving
hasil evaluasi | terhadap hasil evaluasi
dan sekaligus menjawab
menemukan alternatif ~ yang  solutif
alternatif melalui studi literatur.
9 Summary dan | Pada sesi ini adalah sesi |e summary
saran akhir dari tahapan |e saran yang
penelitian. Tahap ini konstruktif.
adalah tahap pemaparan |e Pengembangan
secara umum dari data penelitian kedepan
yang telah dianalisis dan
disusun.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Banda Aceh dan Kota Medan.
Pemilihan kota Banda Aceh disebabkan kota Aceh menjadi icon kota dari provinsi
Aceh, dan menjadi icon Serambi Mekkah Indonesia dimana gambaran
masyarakatnya bersifat religius, dinamis, dan dipenuhi para cendekiawan yang
paham agama. Pada tahap berikutnya, penentuan lokasi ini dapat menjelaskan hasil
yang akan diperoleh. Berikutnya, kota Medan merupakan kota ke 3 terbesar di
Indonesia dan memiliki tingkat modernisasi dalam berbagai bidang terutama dalam
sektor ekonomi dan jasa keuangan, kota ini juga lebih dekat dengan daerah peneliti,
sehingga lebih terjangkau untuk mewakili 3 kota besar yang ada di Indonesia.
Diharapkan, narasumber yang akan diwawancarai dapat memahami maksud

pertanyaan peneliti seputar Aset Digital dan Cryptocurrency.
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Dalam penelitian ini, peneliti akan banyak melibatkan unsur dari
masyarakat yang terdiri dari alim ulama, ahli fiqih, cendekiawan, pelaku aset

digital, dosen, dan pemangku jabatan dalam perbankan serta jasa keuangan.

3.3 Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan
kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dapat
digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa paradigma dan pandangan

pakar baik secara lisan maupun yang tertuang dalam literatur.

3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, merupakan
data yang langsung diperoleh dari objek penelitian (Sekaran, 2006).
Berikut langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian ini dalam
melakukan analisis data:
1. Pengumpulan data
Pengumpulan data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
tahapan analisis data, tahapan yang dilakukan adalah dengan
melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka
sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya.
2. Reduksi data
Reduksi data merupakan tahapan penyederhanaan data telah diperoleh
dari tahap pengumpulan data, ini dilakukan dengan menyusun transkrip
hasil wawancara, menyusun ringkasan, kodefikasi, pemilahan kepada
tema yang dikaji dengan maksud menyisihkan data-data yang dianggap

tidak relevan dengan kajian penelitian ini.
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3. Display data
Pada tahapan ini peneliti akan menjabarkan sekumpulan data menjadi
suatu informasi yang tersusun agar dapat ditarik kesimpulan sebagai
dasar pengambilan keputusan. Tahapan ini dapat dilakukan baik dalam
bentuk naratif, matrik, diagram tabulasi maupun bagan alir.

4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan
Pada tahapan penegasan kesimpulan, peneliti melakukan interpretasi
data atau menemukan makna dari informasi yang telah disimpulkan.
Interpretasi makna dari informasi yang telah dihimpun tentunya tidak
lepas dari tahap-tahap selanjutnya. Dengan demikian proses analisis
data dalam metode penelitian kualitatif merupakan proses yang berjalan

terus-menerus dan saling berkaitan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Desentralisasi Blockchain

Desentralisasi berbasis Blockchain merupakan inovasi terhadap model
penyimpanan data yang bersifat terdistribusi secara global. Konsep ini
merovolusi bentuk penyimpanan data secara khusus model penyimpanan data
keuangan secara terstruktur efektif dan efisien. Inovasi ini akan mengganti sistem
lama perbankan yang selama ini dan dapat dianggap mereformasi seluruh
kegiatan transaksi keuangan digital. Hadirnya crypto saat ini merupakan turunan
dari kehadiran teknologi blockchain itu sendiri. Secara tidak langsung, teknologi
blockchain adalah teknologi yang bertanggung jawab atas lahirnya
Cryptocurrency seperti bitcoin dan ribuan coin lainnya.

Cryptocurrency bersifat desentral yang berarti sistem yang dibangun baik
sebagai aset ataupun sebagai mata uang tidak terpusat pada otoritas manapun,
juga tidak dikendalikan oleh lembaga/pemerintah, sehingga model keuangan ini
tidak terpusat pada satu lembaga keuangan atau disebut juga dengan
decentralized finance. Konsep keuangan yang Desentral (DeFi) merupakan
teknologi dalam bidang keuangan yang menyuguhkan layanan yang tidak
terpusat pada suatu lembaga tertentu, bersifat transparan, terbuka, dan
memberikan akses global yang dapat diikuti oleh semua kalangan tanpa ada izin
dari suatu lembaga atau otoritas pemerintah tertentu.

DeFi atau decentralized finance memiliki 4 hal (Werner, 2021), yaitu :
pertama, tidak memiliki otoritas/lembaga, layanan ini memberikan kontrol penuh
kepada pemilik untuk dan bagaimana melakukan transaksi. Sementara model
keuangan konvensional bergantung kepada otoritas atau dikendalikan oleh

lembaga yang disebut dengan bank sentral. Bank sentral memiliki otoritas penuh
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dalam mengontrol keuangan, mengendalikan, memegang penyimpanan dana,
beserta lembaran-lembaran saham, juga barang jaminanan dari beberapa kontrak
dalam beberapa akun yang tersimpan oleh pihak ketiga. Kenyataannya, para
petugas penyimpanan dan orang yang terlibat dalam kegiatan ini membutuhkan
sejumlah dana kompensasi yang harus dibayar selain dari terjalinnya terlebih
dahulu kepercayaan antar pihak. Sebaliknya, blockchain hadir dengan
mekanisme yang tidak memerlukan rasa saling percaya antar pihak dalam
melakukan transaksi dan tanpa membutuhkan kepercayaan dari pihak ketiga.
Kedua, keuangan desentral merupakan keuangan yang tidak membutuhkan
perizinan, setiap orang dapat mendapatkan layanan keuangan tanpa disensor atau
diblok oleh pihak ketiga. Selanjutnya, keuangan desentral teraudit secara terbuka
yang berarti bahwa setiap orang dapat melakukan audit atau melakukan validasi
status transaksi yang terjadi dalam sistem. Keempat, defi dapat disusun: layanan
keuangan dapat disusun secara bebas sebagai produk dan layanan keuangan baru.

Empat karakteristik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

\ .\Q Layanan
LCIELTED

Bersifat Tidak
Program yang membutuhkan
tersusun kepercayaan

B Tidak memiliki
Otoritas

Gambar 5. Empat karakteristik keuangan desentral
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Menurut pemaparan pakar Ekonomi Islam (HF) menyatakan ini merupakan
tantangan baru pada industri keuangan dan berkaitan dengan sistem otoritas
tradisional untuk mengontrol uang beredar, karena dengan kehadiran inovasi ini,
menciptakan sebuah revolusi dan akan menghapus otoritas yang dapat
mengontrol peredaran uang atau kewenangannya terhenti. Selama ini, bank
sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan, sehingga ada
kekhawatiran terhadap hilangnya kewenangan sebagai pemegang otoritas dalam
menstabilkan moneter, peredaran uang, inflasi, dan krisis.

Untuk sementara ini, jika regulasi terkait kewenangan tersebut, maka
otoritas tetap ingin menunjukkan eksistensinya sampai pada masa trend mengenai
inovasi modern tersebut tidak dapat dielakkan lagi atau sampai pada suatu zaman
dimana tradisional finance tidak mampu menjawab tantangan era digital di masa
yang akan datang. Menurutnya, beberapa otoritas negara telah mengizinkan
penggunaan mata uang cryptocurrency, seperti negara Elsalvador, dan beberapa
negara lainnya. Federal Reserve juga tidak mampu lagi menjawab tantangan
sistem keuangan masa depan, sehingga prediksi kedepannya bahwa sistem baru
ini akan mengganti peran sebelumnya.

Merujuk pandangan dari Pimpinan Bank Indonesia Aceh (AS) teknologi
blockchain menawarkan pencatatan data yang bersifat Distributed Ledger atau
yang disebut sebuah sistem blok yang tervalidasi dan terkonfirmasi serta
terdistribusi secara luas pada multiblok. Konsep ini yang memunculkan metode
keuangan bersifat desentral, trusted, berbasis pada komunitas yang terkonfirmasi
pada masing-masing pengguna.

Menurutnya Teknologi berbasis blockchain ini diakui memiliki tingkat
kecepatan yang baik dalam transfer uang. Secara teknologi dapat diterima, namun
untuk menghilangkan otoritas pemerintah dalam menjaga stabilitas uang, maka

hal tersebut tidak dapat dilakukan. Karena pada dasarnya, pencipta
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cryptocurrency pada ujungnya ternyata memiliki pencipta yang memiliki otoritas
kuat pada crypto yang dia ciptakan. Sebagai contoh jika seorang atau individu
menciptakan crypto versinya sendiri, maka tentu menjadi penguasa tunggal yang
tidak dapat diintervensi oleh siapapun, dengan catatan tidak ada yang dapat
menjamin seorang individu tersebut dapat bertanggungjawab dengan crypto
diciptakan.

Hal ini berbeda dengan pemerintah, dimana pemerintah merupakan suatu
organisasi yang terdiri dari beberapa orang. Pada dasarnya setiap individu tidak
mampu menguasai kehidupan, kecuali mereka semuanya hidup dalam satu
komunitas. AS menekankan bahwa Uang dan Sektor Ril/Barang satu hal
keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan, artinya hal inilah yang menjadi
pembeda kekuatan ekonomi berbasis sektor ril dengan riba.

AF menyatakan bahwa pada dasarnya otoritas akan mengadopsi teknologi
blockchain dalam transaksi, dengan kecepatan dan validasi yang tercatat dengan
baik. Sehingga, peran otoritas tetap eksis dan tidak mungkin hilang. Pemerintah
Amerika sebenarnya menerbitkan uangnya berdasarkan aset yang dimiliki, GDP,
neraca pembayaran global.

Menurutnya Cryptocurrency saat ini memiliki tingkat volatitilas tinggi
dicurigai dengan banyaknya spekulan yang melakukan pumping maupun
dumping. Jika hanya sebatas pengakuan bahwa crypto itu merupakan aset yang
bernilai, itu hanya berdasar pada pengakuan komunitas tertentu saja bukan aset
ril yang sebenarnya. Jadi, yang terjadi saat ini adalah persepsi terhadap valuasi
perusahaan yang dianggap bernilai. Hal ini dirasionalkan sebagai prediksi
terhadap nilai kentungan masa yang akan datang. Maka, peredaran uang tidak
terlepas yang namanya sektor ril.

Apa yang dialami Ukraina terhadap pembekuan rekening bank saat perang

terjadi, membuka ruang cryptocurrency dalam pengiriman donasi bantuan.
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Namun, yang perlu dicatat disini adalah pengiriman donasi tersebut adalah
pertukaran antar kepercayaan orang dengan orang lainnya terhadap crypto bukan
pertukaran dalam bentuk rilnya. Hal ini disebabkan crypto tidak berbasis pada
sektor ril.

Perwakilan OJK Aceh (RA) menanggapi bahwa perkembangan teknologi
blokchain bisa menjadi salah satu alternative bagi industri untuk beroperasional
lebih efektif dan efisien, hingga saat ini teknologi blockchain terus mengalami
perkembangan sehingga dapat diaplikasikan ke berbagai sektor termasuk pada
sektor jasa keuangan karena sifatnya yang mirip seperti buku kas digital yang
dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa perantara atau pihak ketiga.

Blockchain menjadikan transaksi menjadi lebih transparan sehingga dapat
menghindari penyelewengan data, suap ataupun korupsi bahkan pencucian uang
apabila diatur secara tepat. Teknologi Blockchain juga dapat membantu
mempercepat proses persetujuan transaksi dan penyaluran pinjaman serta
mengurangi kompleksitas transaksi. Teknologi ini juga telah diterapkan dalam
produksi beberapa jenis uang digital yang tidak lagi bersifat sentralistik seperti
mata uang konvensional yang hanya bisa diproduksi oleh negara (bank sentral
atau pemerintah) sehingga nilainya lebih mudah dikontrol. Sementara itu mata
uang digital diproduksi dan dikontrol sepenuhnya oleh para pihak dalam
masyarakat (peer to-peer).

Namun demikian, perkembangan teknologi digital juga rentan
dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin melakukan kejahatan di dunia maya. Uang
digital rentan digunakan sebagai sarana pencucian uang oleh para pelaku tindak
pidana terorisme, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pengemplang
pajak, hingga para koruptor.

Ketiga pernyataan dari akademisi, OJK, dan Bank Indonesia dapat

dirangkum bahwa sistem decentralized finance belum dapat diterima sebagai
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sistem keuangan suatu negara. Dikarenakan, tingginya risiko inflasi dan deflasi
yang akan ditimbulkan dari konsep ini. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan
memilki kewajiban dalam menjaga kestabilan keuangan negara, mengamankan

dan memelihara keuangan yang stabil dan kondusif.

4.2.Gambaran Sumber Informan Penelitian

Objek penelitian difokuskan terhadap propinsi Aceh yang merupakan
serambi Mekkah Indonesia. Penerapan syariat Islam dan kultur budaya Aceh
yang sangat kental dengan nilai dan norma Islam dianggap tepat dijadikan sebagai
lokasi yang logis untuk memperoleh data terhadap resistensi masyarakat terhadap
cryptocurrency.

Lokasi berikutnya adalah propinsi Sumatera Utara dan Jakarta yang
merupakan terdapat dua kota besar di Indonesia. Pemilihan ini dianggap dapat
menjembatani data yang akan diperoleh untuk dapat melihat gambaran umum
pendapat para cendekiawan di Indonesia. Dibawah ini dapat dilihat lokasi

perolehan data resistensi masyarakat terhadap cryptocurrency, yaitu :

Bana.  aceh -
o %, Jakarta
Lhokseumawe
R\ ANTEN
ACEH e Barn
ng
—
Kantor '
o ‘ Medan
a Pi o
' Pematang
Siantar

o

GO gle Sin [.:._IH]

Gambar 6. Lokasi Pengambilan sumber data
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Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari berbagai lokasi daerah yang

tersebar yang terdiri atas :

Tabel 3. Data Informan menurut Domisili

NO. DOMISILI JUMLAH
12
1 Banda Aceh
1
2 Sigli
. 1
3 Pidie Jaya
1
4 Biruen
1
5 Aceh Tenggara
1
6 Kutacane
1
7 Meulaboh
1
8 Nagan Raya
1
9 Aceh Selatan
2
10 Medan
1
11 Siantar
2
12 Jakarta
25
TOTAL
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Berdasarkan data tabel di atas, informan yang berasal dari Banda Aceh sebesar
48%, disusul dengan Medan dan Jakarta masing-masing sebesar 8%, serta pada
tiap kabupaten lainnya sebesar 4%. Dengan demikian, secara umum masyarakat
yang menjadi informan dalam penelitian ini lebih dominan berasal dari Banda
Aceh, dikarenakan kota ini merupakan kota besar dan pusat administrasi
pemerintahan daerah Aceh. Sehingga, pemilihan sebaran pada kota ini lebih
banyak. Adapun sebaran pada kota dan kabupaten lainnya hampir menyeluruh
kabupaten yang ada di Aceh. Berikutnya, dilihat dari sisi pekerjaan informan
terdiri dari unsur Cendekiawan, tokoh Agama, dan Keuangan. Pekerjaan
informan diarahkan kepada Akademisi dan Praktisi diharapkan dapat
memberikan jawaban yang valid dan mewakili masyarakat awam, data tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Data Informan menurut Pekerjaan

Sub.Perbankan Sub.Tokoh Sub.Akade | Sub. Sub. Keuangna
Masyarakat misi Filantropi/
Baitul Mal
Pegawai Bank | Tengku / Ketua | Profesor Kepala Ex. Pegawai
Syariah Aceh MPU Ekonomi Baitul Mal | OJK / Bank
Islam /| Aceh Supervisor
Dosen Tenggara
Frontliner =~ Bank | Tengku /| alumni Owner dan
Aceh Syariah Pimpinan Salford Direktur
Dayah University/ Keuangan,
Babusa'adah/ | Dosen UIN Juragan Properti
Dosen STAI Ar-
Raniry/Kep
ala  Pusat
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Galery

Investasi
Syariah
UIN  Ar-
Raniry
Frontliner CAPEM | Pimpinan alumni
Cut Mutia BSI Pesantren magister
Ukhuwah ekonomi
Islamyiah syariah
Tazkia
Bogor /
dosen UIN
Ar-Raniry
Frontliner = Bank | Pengajar Ulama /
Permata Rumah Qur'an | Dosen UIN
Wahdah Sumatera
Islamiyah Utara
Frontliner BPRS | MUI  Sumut
MUSTAQIM Dewan Fatwa
Pimpinan BSI | Imum Chik /
Aceh PNS
Frontliner = Bank | Pimpinan
BTN Pesantren
Darussa’adah
Ex. Manager | Ustad Ponpes
Central Bank | Sulaimaniyah/
BTPN Syariah HRD
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Sustainaible
Development

Study center

Ex. Ketua Cabang | Sekretaris

0 BNI Aceh DPW LDII
Aceh/Guru
Alquran Hadis
Ju
mla 9 9 4 1 2
h

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh bahwa tingkat pekerjaan dari
sebaran informan terdiri dari 4 sub sektor pekerjaan, yaitu : unsur perbankan,
tokoh masyarakat yang berasal dari tengku maupun guru pesantren, akademisi,
filantropi, dan keuangan. Unsur perbankan dan tokoh masyarakat (cendikiawan)
memiliki persentase sebesar 36%, disusul oleh unsur akademisi 16%, unsur

keuangan 8%, dan unsur filantropi sebesar 4%.

Dengan demikian, secara keseluruhan para informan yang tersebar pada
beberapa daerah ini dapat mewakili sebahagian persepsi masyarakat terhadap

cryptocurrency.

4.3.Resistensi Masyarakat terhadap Cryptocurrency
Pada bagian ini peneliti akan mengurai Resistensi masyarakat terhadap
Cryptocurrency yang telah berkembang saat ini. Untuk mengurai resistensi

masyarakat terhadap cryptocurrency, peneliti mengelompokkan pada 6 kategori
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yang menjadi alasan penolakan terhadap mata uang ini. Pengelompokan teresebut

dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Tanggapan/Pers
epsi pada Crypto

Hukum
Sisi Positif Crypto/Koin
Crypto Digital sebagai
alat tukar

Resistensi

Masyarakat

Dampak Negatif
sebagai alat
tukar

Aspek
Pelarangannya

Dampak
Mudharatnya
dalam Ekonomi

Gambar 7. Enam Kategori Resistensi Masyarakat

Keenam kategori tersebut dapat menjelaskan alasan dan aspek apa saja yang
mendasari para masyarakat resisten terhadap kehadiran koin digital ini sebagai
alat tukar dan dampaknya terhadap ekonomi. masyarakat yang dimaksud
merupakan golongan yang telah dijelaskan sebelumnya yang terdiri pada unsur
tokoh Agama, Cendekiawan, Profesor, Dosen, Tengku Dayah, Dewan MPU
Aceh, dan Praktisi Perbankan serta Baitul Mal. Selanjutnya uraian tersebut dapat
dilihat sub. Materi berikut :

4.3.1. Tanggapan Masyarakat Pada Crypto/Koin Digital
Berdasarkan data wawancara yang diperoleh melalui penyebaran
kuesioner pada informan yang telah ditunjuk. Gambaran umum informan

yang menanggapi Cryptocurrency atau Koin Digital sebagai berikut :
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= alat transaksi yang efektif
= belum di akui pemerintah

= mata uang digital yang
sedang populer

mempermudah transaksi
m merupakan perkembangan
teknologi digital yang pesat

= terobosan terbaru dalam
keuangan

= tidak dapat dijadikan
investasi

= tidak dapat dijadikan
sebagai alat pembayaran
yang sah

= tidak dapat dijadikan
sebagai alat pembayaran
yang sah

= tidak dapat dikategorikan

sebagai finansial aset

m tidak jelas dan tidak pasti

Gambar 8. Diagram data tanggapan masyarakat terhadap

cryptocurrency
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Dari diagram di atas menunjukkan tingkat kesamaan dan variasi
jawaban dimana sebanyak 17% menanggapi bahwa cryptocurrency dapat
mempermudah transaksi, yang diikuti dengan persentase yang sama, bahwa
cryptocurrency merupakan salah satu teknologi digital yang berkembang
sangat pesat. Disusul informa menjawab cryptocurrency merupakan
terobosan terbaru dalam keuangan sebesar 13%.

Namun disisi lain, sebanyak 13% menanggapi bahwa
cryptocurrency tidak dapat dijadikan sebagai alat investasi. Sebagian lain
menjawab  cryptocurrency mempermudah transaksi sebanyak 8%,
merupakan mata uang digital yang sedang populer sebanyak 8%, dan
merupakan alat transaksi yang efektif. Adapun 4% lainnya menjawab
cryptocurrency tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah.
Hasil wawancara secara menyeluruh dapat diperoleh sebagai berikut :

Masyarakat dari unsur Akademisi NH (Professor Ekonomi Islam)
menganggap bahwa Era Digital Currency merupakan era yang mendasar
dalam perubahan transaksi keuangan saat ini. Digitalisasi mata uang akan
menciptakan manfaat yang besar dengan tingkat kenyamanan yang tinggi
dan biaya yang jauh lebih rendah dari uang kartal dan giral. AF (dosen
perbankan syariah dan kepala pusat galeri investasi syariah) juga menyatakan
bahwa Crypto merupakan Aset Digital dan fenomena hadirnya crypto juga
sama ketika orang mempertanyakan perihal hadirnya Internet pada era
sebelumnya.

Sehingga, pertanyaan masyarakat terkait negatif dan positif
mengenai crypto juga terjadi pada saat kemunculan jaringan dan penggunaan
internet di tengah masyarakat. Menurutnya, jika crypto berkembang, maka
sama halnya memiliki kedudukan yang penting sebagaimana masyarakat saat

ini membutuhkan internet sebagai media sosial dan lainnya. GF (Dosen
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ekonomi syariah) bahwa perkembangan teknologi adalah sebuah
keniscayaan dan lahirnya crypto merupakan bentuk keresahan atas tidak
efisiennya transaksi perbankan dalam tingkat global.

Merujuk pada kalangan tokoh masyarakat, yaitu bapak SAB

(Tengku/ketua MPU di salah satu kabupaten Aceh) menganggap investasi
crypto bukanlah investasi yang baik. ZD (Ulama di Sumut) menganggap
bahwa kondisi dunia saat ini mengalami perkembangan Digitalisasi yang
sangat pesat sehingga mendorong kehadiran inovasi baru yang terduga, salah
satunya adalah crypto. YS (pimpinan pesantren) menyatakan bahwa crypto
tidak memiliki manfaat dan merupakan transaksi yang penuh dengan
ketidakjelasan. SB (imum chik) dan MYS (Tengku/Pimpinan Ponpes)
menganggap crypto merupakan mata uang non fisik dan menekankan
investasi dalam Islam bukan hanya terlihat dari apa objek itu halal atau
haramnya, namun lebih kepada mekanisme yang terjadi di dalamnya.

Adapun dari kalangan perbankan, yaitu : SM (Pimpinan salah satu
Bank Syariah) menganggap crypto merupakan mata uang digital yang dapat
digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga
dan saat ini banyak digunakan sebagai investasi. MR (Ex. Manager Bank
Syariah) menanggapi bahwa masyarakat saat ini dalam ketergantungan pada
smartphone dan dunia saat ini di tengah perkembangan digitilisasi yang
sangat pesat.

MIQ (Kepala Capem Bank) menambahkan bahwa crypto
merupakan aset fenomenal dan telah tumbuh begitu pesat serta
kedudukannya masih dalam perdebatan di kalangan ulama. DM (karyawan
Bank) keutamaan crypto ini sangat luar biasa, memiliki momentum yang
tepat di saat semua sistem itu sekarang sudah digital, yaitu mulai dari sistem

pembayaran, pembelian, dan sistem jasa lainnya. Namun di sisi lain, crypto
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tidak memilki otoritas yang bertanggungjawab dalam pengaturannya. RH
(karyawati BPRS) menambahkan bahwa crypto merupakan transaksi non
tunai atau uang digital seperti remintansi atau pengiriman uang lintas negara
atau cross border transaksi dengan menggunakan system teknologi
blockchain.

DK (Ex. OJK dan Supervisor Perbankan) dari kalangan keuangan,
menganggap bahwa crypto merupakan terobosan baru dalam era digital
keuangan. TIS (Direktur Keuangan Perusahaan) menanggapi bahwa crypto
adalah mata uang digital yang dapat digunakan sebagai alat transaksi di dunia
virtual yang tidak memiliki fisik, namun memiliki nilai. Crypto memberikan
atau membawa masa depan baru untuk sektor keuangan dan teknologi yang
disupport dengan teknologi blockchain. Kemampuan teknologi berbasis
blockchain tidak dapat diretas, valid, dan dengan mudah dapat dilihat secara
transparan proses transaksinya, cepat, dan bersifat global.

4.3.2. Hukum Crypto/Koin Digital sebagai Alat Tukar
Gambaran umum informan yang menanggapi hukum

Cryptocurrency atau Koin Digital sebagai alat tukar adalah sebagai berikut :

= belum
jelas

Gambar 9. Diagram data tanggapan masyarakat terhadap hukum

cryptocurrency sebagai alat tukar
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Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar
atau 64% informan menjawab bahwa hukum cryptocurrency atau koin
digital sebagai alat tukar adalah haram. 28% berikutnya menjawab belum
jelas dan sisanya sebesar 8% menjawab halal atau sah. Penjelasan hasil
wawancara tersebut dapat diurai sebagai berikut :

Hukum crypto dari hasil penuturan informan dari kalangan
Akademisi, NH (Professor Ekonomi Islam) membagi hukumnya dalam
dua kategori, yaitu crypto sebagai alat tukar hukumnya haram, dan crypto
sebagai komoditas hukumnya halal. AF (dosen perbankan syariah dan
kepala pusat galeri investasi syariah) menyatakan untuk dapat
menjustifikasi hukum crypto harus dilihat dari sisi bentuknya dan tidak
dapat digeneralisir semuanya menjadi haram. Sedangkan, GF (Dosen
ekonomi syariah) menyatakan bahwa hukum crypto haram karena tidak
memiliki underlying asset. Dari kelompok tokoh masyarakat, MSI

(Sekretaris DPW LDII Aceh/Guru Alquran Hadis) mengenai hukum

crypto adalah haram sebagai alat tukar, disebabkan jelas bentuk fisiknya,
jumlah yang tidak diketahui secara pasti, nilai yang berubah-ubah/tidak
pasti, dan belum dapat diterima sebagian orang.

YS (pimpinan pesantren), SB (Imuem Chik), menyatakan bahwa
hukum crypto adalah haram dikarenakan tidak jelas bentuk fisiknya,
sehingga jatuh kepada gharar. SAB (Tengku/ketua MPU di salah satu
kabupaten Aceh) menjustifikasi bahwa crypto adalah haram sebagai alat
tukar, namun beliau setuju jika crypto sebagai investasi adalah halal. MYS
(Tengku / Pimpinan Dayah) masih belum dapat menentukan keharaman

crypto dikarenakan menurutnya belum ada dalil yang mengharamkannya.
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Sedangkan RFN (pimpinan pesantren) dan MKF (pengajar rumah qur’an)
sepakat bahwa hukum crypto haram.

Menurut praktisi perbankan, SM (Pimpinan salah satu Bank

Syariah) bahwa penggunaan crypto sebagai mata uang hukumnya haram.
Pendapat ini juga diakui oleh praktisi lainnya, yaitu RH (BPRS), FDP
(Karyawati bank), MMF (Karyawan Bank), FB Karyawati bank syariah).
Sedangkan, DM (Karyawan Bank syariah) menyatakan hukum crypto
sebagaimana hukum maisir/judi.

FR Karyawan Bank syariah) menolak crypto sebagai alat
pembayaran dikarenakan crypto dalam aset yang tidak berwujud dan tidak
diawasi oleh bank Indonesia. sementara, DK (ex. OJK & Supervisor
perbankan) bahwa crypto atau coin digital bersifat ilegal di Indonesia dan
TIS (Direktur Keuangan Perusahaan) dan MS (kepala Baitul Mal di salah
satu kabupaten di Aceh) sepakat bahwa hukum crypto haram.

4.3.3. Aspek Larangan Crypto sebagai Alat Tukar
Data diperoleh menunjukkan sebagian besar informan menjawab

sebagaimana yang tergambar pada diagram berikut :

. = bersifat tidak
21% pasti/ tidak stabil

= melanggar
undang-undang

menimbulkan

21% tindak kriminal

tidak ada jaminan

Gambar 10. Diagram data tanggapan masyarakat terhadap aspek

larangan cryptocurrency sebagai alat tukar
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Jawaban informan mengenai aspek larangan crypto sebagai alat
tukar terdiri empat kategori. Adapun aspek yang paling dominan sebesar
54% adalah pada sisi tidak stabilnya crypto jika digunakan sebagai alat
tukar. Berikutnya adalah aspek tidak adanya jaminan sebesar 21%, yang
disusul dengan aspek bahwa crypto menimbulkan tindak kriminal sebesar
21%. Adapun sisanya menjawab sebesar 4% menyatakan bahwa crypto
melanggar undang-undang. Mengenai uraian dari penjelasan jawaban
informan dapat diterangkan sebagai berikut :

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa aspek larangan crypto
sebagai alat tukar menurut masyarakat dari golongan Akademisi, bahwa
yang menjadi aspek larangannya adalah pelanggaran terhadap undang-
undang. Aspek berikutnya adalah crypto tidak stabil dan unsur atau pihak
yang mengontrol volatilitinya belum ada. Adapun dari unsur Tokoh
Masyarakat bahwa aspek larangan tersebut adalah bukti fisiknya tidak
dapat dimanfaatkan, tidak stabil, gharar, tidak memiliki underlying asset,
tidak didukung dengan regulasi.

Berikutnya, dari kalangan praktisi perbankan menyebutkan bahwa
aspek larangan crypto adalah rentan terhadap praktik illegal, tidak
memiliki otoritas, gharar, memiliki risiko stabilitas keuangan, risiko
pendanaan terorisme, risiko pelanggaran perlindungan konsumen, tidak
berwujud fisik, dan sangat fluktuatif. Kemudian dari unsur keuangan
menyatakan bahwa aspek larangannya terletak pada ketidakpastian, tidak

stabil, dan tidak memiliki otoritas yang mengontrol.

Laporan PPIPKM Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022 (57



4.3.4. Crypto Memberikan Mudharat terhadap Ekonomi
Perolehan data wawancara yang diterima melalui penyebaran
kuesioner pada informan yang telah ditunjuk. Gambaran umum informan

yang menjawab mengenai crypto memberikan mudharat terhadap

ekonomi dapat dilihat pada digaram berikut :

a

= bersifat tidak pasti
dan tidak stabil

= masyarakat belum
siap menerima crypto

= memberikan efek
negatif terhadap

ekonomi
menimbulkan inflasi

Gambar 11. Diagram data tanggapan masyarakat terhadap
mudharat cryptocurrency terhadap ekonomi
Gambar di atas menunjukkan terdapat 6 varian jawaban terkait pertanyaan
mengenai mudharat yang ditimbulkan crypto pada ekonomi, yaitu sebesar
36% mudaharat yang ditimbulkan karena crypto bersifat tidak pasti/tidak
stabil, disusul dengan 36% yang sama setuju dapat memberikan efek
negatif terhadap ekonomi. Sebanyak 12% menjawab sepakat dikarenakan
crypto tidak berada dibawah pengawasan dan pemeriksaan negara.
Berikutnya terdapat 8% menjawab penggunaaan crypto rentan terhadap
transaksi ilegal. Selanjutnya, terdapat 4% menjawab bahwa crypto dapat
menimbulkan inflasi dan 4% sisanya menyatakan ketidaksiapan
masyarakat terhadap crypto. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat

diuraikan sebagai berikut :
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4.3.5.

Pada kategori ini seluruh unsur masyarakat sepakat terhadap
mudharat yang ditimbulkan dari crypto terhadap ekonomi. Hal ini
disebabkan beberapa aspek yang telah disebutkan pada poin sebelumnya.
MIQ (praktisi perbankan) menyatakan bahwa crypto sangat rentan
terhadap transaksi ilegal dan perederannya tidak dapat dipantau. FB
(praktisi perbankan) juga menambahkan bahwa crypto rentan terhadap
risiko penggelembungan ekonomi (bubble economy). Kenyataan ini
dikuatkan dari tokoh masyarakat, SB (imuem chik) menanggapi bahwa
crypto alat tukar yang tidak bisa dikenakan pajak dalam setiap
transaksinya, karena itu bukan alat tukar dari negara, dan hal itu bisa
membuat perekonomian negara yang berasal dari pajak menurun.

AF (Dosen perbankan syariah) mengatakan bahwa crypto memiliki
mudharat yang lebih besar dikarenakan literasi masyarakat yang masih
rendah, sehingga tujuan lahirnya crypto diharapkan mendapat efek positif,
namun justru memberikan efek sebaliknya terhadap keuangan. NH
(profesor ekonomi Islam) menambahkan penggunaan cryptocurrency
sebagai instrument investasi mengandung spekulasi tinggi yang bersifat

untung-untungan.

Dampak Negatif Crypto sebagai Alat Tukar
Merujuk data wawancara yang diperoleh melalui penyebaran
kuesioner pada informan yang telah ditunjuk. Gambaran umum informan

yang menjawab dampak negatif crypto sebagai alat tukar sebagai berikut
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= memberikan
mudharat
(kerugian)

= menimbulkan
ketidakpastian
(gharar)

30%

menimbulkan
masalah ekonomi

menimbulkan
27% tindakan kejahatan

Gambar 12. Diagram data tanggapan masyarakat terhadap dampak

negatif cryptocurrency sebagai alat tukar

Dari gambaran di atas menunjukkan terdapat lima varian jawaban
mengenai dampak negatif crypto sebagai alat tukar, yaitu sebesar 30%
menjawab menimbulkan tindakan kejahatan, disusul 27% menjawab
menimbulkan masalah ekonomi. Selanjutnya, terdapat 23% menjawab
dapat memberikan mudharat (kerugian), 17% menyatakan dapat
menimbulkan ketidakpastian (gharar), dan sisanya sebesar 3% menjawab
bahwa crypto tidak memiliki landasan hukum untuk beroperasi. Berikut
dapat diterangkan secara jelas pernyataan dari informan :

Dampak negatif yang ditimbulkan melalui crypto sebagai alat tukar,
sebagaimana yang dinyatakan MIQ (praktisi perbankan) bahwa dampak
negatif yang dtimbulkan crypto adalah rawan terhadap pencucian uang,
YS (tokoh masyarakat) menyatakan dampak negatifnya dapat membuka
ruang praktik judi. AF (akademisi) menambahkan kecenderungan aset
konsumen hilang. NH (akademisi) menyatakan dampak negatifnya dapat

menimbulkan penyelewengan dan penggunaan dana untuk kejahatan,
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4.3.6.

seperti terorisme dan pencucian uang. DK (supervisor keuangan)
menambahkan bahwa crypto memberikan kerugian kepada masyarakat.
MYS (tokoh masyarakat) mengatakan bahwa dampak negatif crypto
membuka praktik pemalsuan dan penghindaraan masyarakat terhadap
pajak dan penggalangan dana untuk kriminal. Dampak negatif lainnya
dari jawaban informan adalah crypto masih bersifat gharar (tidak jelas)
sebagai alat tukar.

Sisi Positif Crypto dalam Transaksi

Berdasarkan data wawancara yang diperoleh melalui penyebaran
kuesioner pada informan yang telah ditunjuk. Gambaran umum informan
yang menjawab sisi positif crypto dalam transaksi dapat dilihat pada

gambar berikut :

= bersifat
global

= efisien

Gambar 13. Diagram data tanggapan masyarakat terhadap sisi

positif cryptocurrency sebagai alat media transaksi

Gambar di atas menunjukkan terdapat enam varian jawaban

mengenai sisi positif crypto dalam transaksi, yaitu 59% sepakat menjawab
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memberikan kemudahan dalam transaksi, disusul 11% menjawab bahwa
transksi crypto bersifat global. Berikutnya, sebanyak 8% menjawab
efisien dan dapat dijadikan alat investasi. Adapun, sebanyak 7%
menjawab crypto merupakan transaksi bersifat transparan, dan sisa
lainnya sebesar 7% menolak sisi positif tersebut. Adapun uraian jelasnya
dapat dilihat sebagai berikut :

Pada poin ini sisi positif crypto dalam transaksi menurut masyarakat
sebagai berikut, para akademisi menyatakan teknologi crypto membantu
Indonesia dapat lebih relevan dan mengikuti perkembangan zaman di
industri digital, menurutnya teknologi rantai blok yang sama denga aset
crypto adalah pemangkasan birokrasi dan proses administrasi, juga
sebagai inventarisasi aset negara, pencatatan sertifikat tanah, dan lain-
lain. Adapun dari kalangan praktisi perbankan dan keuangan menyatakan
sisi positif dari crypto adalah lebih efisien, cepat, mudah, transparan,
aman, dan bersifat global. Dari kalangan tokoh
masyarakat/MPU/pimpinan dayah juga menyatakan sisi positif crypto
adalah transaksinya cepat, mudah, tidak dapat dipalsukan, aman, dan

bersifat global.
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4.4.Cryptocurrency dalam Islam

Untuk dapat meninjau hukum dari Cryptocurrency dalam Islam ada beberapa hal

yang perlu dibahas, yaitu :

Cryptocurrency

Histori
Kemunculan Mata

cryptocurrency

Uang

Gambar 14. Aspek Pembahasan Cryptocurrency

Agama Islam telah meletakkan prinsip dasar mengenai harta adalah milik
Allah. Namun, secara ril yang ada di dunia ini adalah merupakan titipan yang wajib
dipertanggungjawabkan untuk dan dari mana diperoleh. Dalam Alquran dan Hadis
telah dinyatakan secara tegas mengenai rambu-rambu yang telah ditetapkan kepada
umat manusia mengenai harta, baik prinsip mengenai perolehan harta,
pengeluarannya, dan cara menggunakannya. sehingga, pemeliharaan harta
termasuk salah satu tujuan dari Maqgashid Syariah atau menjadi salah satu dari lima

poin utama dari tujuan syariat Islam, yaitu : Hifzul Mal.
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Konsep maqashid syariah digagas pertama kali oleh imam Al-Syatibi yang
membagi maqashid dengan dua bagian, yaitu : maqashid syariah dan maqashid
mukallaf. Makna maqashid sendiri merupakan tujuan dan maksud atau sesuatu
yang bergantung/berhubungan dengan niat yang tertuju pada keinginan, baik
secara perkataan maupun perbuatan. Ahmad Risuni (2009) mendefinisikan
magqashid syariah adalah beberapa makna, tujuan pokok, sesuatu yang membekas,
nilai-nilai yang terikat pada khitab syar’l dan taklif syar’l, yang dimana mukallaf
dibutuhkan usaha dan untuk sampai kepadanya. Pendekatan maqashid syariah
dapat mengurai lima hal (Naamane, 2020) :

a. Tarjih diantara hukum yang bertentangan

b. Penetapan sisi hukum

c. Tahqiq al-khas pada hukum

d. Melihat tujuan dari perbuatan

e. Ta’lil hukum syari

Kelima hal tersebut dimasukkan dalam sebuah model yang dapat diuji
untuk dianalisis bagaimana korelasi maqashid syariah terhadap cryptocurrency.
kelima poin tersebut menjadi bentuk skema analisis yang diterapkan dalam
penelitian ini. Jika merujuk kepada kitab suci Alquran, kita tidak menemukan mata
uang atau nuqud, selain hal-hal yang diharamkan dalam perbuatan yang bathil.

Dalam firman Allah swt., sebagai berikut :

FARYVS SRt N [ N

Terjemahan : “Dan janganlah kamu memakan harta di antara
kamu dengan cara yang bathil” (al-Bagarah:188)
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folod Yad Ll 180 (Sl W8T Y 1T 0 g

Terjemahan : “Wahai orang-orang beriman janganlah kamu
memakan harta di antara kamu dengan cara yang bathil” (al-Nisa:29)

Sehingga, halal atau haramnya cyrpto tergantung kepada bentuk dan
mekanisme yang terjadi di dalamnya. dalam mengkaji crypto kita perlu melihat

pada dua sisi, yaitu :

1. Crypto sebagai aset
2. Crypto sebagai Currency

Pertama, Crypto itu sendiri dalam dunia digital, merupakan sebuah
aset digital yang dapat dilakukan secara langsung (peer to peer). Jika,
kegunaannya hanya sebagai aset maka dalam hal ini hukum asalnya dapat

merujuk pada kaidah :
4ot yos Jo JUa Usn o a LY daladll (3 JoY)

Terjemahan :”Pada Asalnya (dasar) dalam bermuamalah
semuanya  boleh  kecual jika ada dalil/tanda yang dapat
mengharamkannya”

Crypto tersimpan di dalam suatu e-wallet atau disebut dengan

dompet digital. E-wallet ini memiliki varian ragam. Salah satunya dapat

dilihat pada gambar berikut :
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' @ Binance Smart Chain Mainnet v

Ronin Wallet Selamat Datang
Your Digital Passport Kembalil
L]
|ENTER PASSWORD Web terdesentralisasi menunggu

Kata sandi

L Import using Secret Recovery Phrase

Tidak terkunci

Gambar 15. Contoh E-Wallet Cryptocurrency

Dompet digital berfungsi sebagaimana dompet pada umumnya,
yaitu menyimpan aset digital berupa cryptocurrency. Untuk dapat
mengaksesnya dibutuhkan kata kunci yang yang hanya dimiliki oleh
pemilik. Namun, jika kata sandi salah maka selamanya dompet digital ini
tidak akan dapat diakses. Sehingga, para pemilik diwajibkan untuk
menuliskan kata sandinya dan kata penyembuhan sandi ke dalam catatan
yang bersifat rahasia.

Penyimpanan dalam teknologi crypto tidak melibatkan pihak ke tiga
sebagaimana dalam sistem perbankan. Kemudahan yang dimiliki dalam
perbankan menyediakan layanan customer care atau customer service yang
dapat melayani para nasabah untuk bertanya dan menyampaikan keluhan.

Dengan demikian, penyimpanan yang tersedia memiliki tingkat kemanan
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yang sama, namun dalam hal layanan komunikasi, dalam hal ini sistem
perbankan lebih unggul dibandingkan dengan cryptocurrency. Hal ini
disebabkan dengan visi teknologi crypto itu sendiri, yaitu terbebas dari
intervensi siapapun atau bahkan pemerintah. Namun, kondisi ini tidak
menjadikan crypto menjadi haram, disebabkan pada awal akad diwajibkan
kepada calon pembeli untuk benar-benar mencatat dan menyimpan kata
sandi dan menyiapkan kata pemulihan.

Kedua, Crypto sebagai currency dimaksudkan penggunaan crypto
sebagai mata uang untuk melakukan jual beli. Sebelum melalukan
penarikan hukum dalam hal ini, harus diperhatikan terlebih dahulu apakah
crypto memiliki unsur karakteristik mata uang, yaitu :

a. Alat tukar menukar (medium of exchange).

b. Satuan hitung (unit of account).

c. Sebagai Penyimpanan nilai (store of value).

Dari ketiga poin di atas, dapat kita uraikan sebagai berikut :
a. Alat tukar menukar
Crypto memilki karakter sebagai alat tukar dalam pembayaran. Sebagai

contoh dapat dilihat pada gambar berikut :

Swap Exact E T H For Tokens Su... X Transaksi

Nonce 4
Status Lihat di block explorer
Dikonfirmasikan Salin ID Transaksi Jumlah -0.04 BNB
Dari Untuk Batas Gas (Unit) 371733
@ oxse.2c0 @ onos-o2ae o

Gas Yang Dipakai (Unit) 224422
Transaksi Harga gas 5
Nonce 4
Jumilah -0.04ENB Total 0.04112211 BNB
Batas Gas (Unit) 371733

4+ Log aktivitas
Gas Yang Dipakai (Unit) 224422
H Transaksi dibuat dengan nilai sebesar 0.04

arga gas 5
bnb pada 24:34 on 11/19/2021.

Total 0.04112211 BNB

Transaksi dikirim dengan estimasi biaya gas

+ L Ktivit sebesar 0 WEI pada 24:35 on 11/19/2021.
.0g aktivitas

. Transaksi dikonfirmasi pada 24:35 on
4+ Transaction data 11/19/2021.

Transaksi dikonfirma
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Gambar 16. Contoh transaksi Pembelian coin Etherium dengan
Binance

Crypto dapat dijadikan sebagai pertukaran antar koin digital yang
disesuaikan dengan nilai harga pada saat transaksi. Pada contoh
transaksi di atas, sistem akan melakukan konfirmasi dengan bukti yang
sangat rinci dan cepat. Pada kedua belah pihak dapat mengecek proses
transaksi ini.
b. Satuan hitung (unit of account)

Satuan hitung adalah satuan moneter numerik standar untuk mengukur
nilai pasar barang, jasa, dan transaksi lainnya. Juga dikenal sebagai
"ukuran" atau "standar" dari nilai relatif dan pembayaran yang
ditangguhkan, unit rekening merupakan prasyarat yang diperlukan
untuk perumusan perjanjian komersial yang melibatkan utang
(Wikipedia, 2022). Sesuai definisi tersebut, pada crypto terdapat sisi
unit of account atau satuan hitung sesuai fungsinya. Sebagaimana uang
berfungsi sebagai ukuran standar dalam menghitung jenis dan barang
dalam perdagangan, maka demikian halnya dengan crypto juga

memiliki karakter satuan hitung.

c. Sebagai penyimpanan nilai (store of value)
Karakter ini merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai mata uang
seyogyanya harus dapat disimpan dan memiliki nilai yang tetap atau
dapat digunakan pada masa yang akan datang. Pada poin ini terdapat
perbedaan antara mata uang konvensional dan cryptocurrency. Mata
uang konvensional saat ini bersifat Centralised atau terpusat dibawah

kuasa pemerintah.
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Sehingga, pemerintah memiliki kuasa dalam mempertahankan dan
mengontrol nilai mata uang tersebut agar dapat menstabilkan ekonomi.
sementara crypto currency tidak memiliki intervensi oleh pemerintah
artinya pihak pemerintah dalam suatu negara tidak memiliki wewenang
dalam mengontrol harga yang berkembang terhadap aset crypto itu
sendiri. Sehingga, nilai crypto currency sangat bergantung kepada
pasar. Dengan demikian, tingkat volatiliti crypto sangat tinggi.

Tingginya pergerakan harga pada crypto currency memberikan dampak
negatif terhadap karakter store of value ini. Jika seseorang melakukan
penyimpanan pada hari ini, dan bermaksud melakukan perdagangan
pada 3 hari kedepan. Namun, pada hari ke 3 nilai crypto yang disimpan
tersebut anjlok sangat dalam, maka hal ini akan merugikan dan boleh
jadi nilai crypto yang hari transaksi lebih sedikit dari sebelumnya.
Sebagai contoh Melalui laman CNBC (2022) disebutkan bahwa Crypto
Terra Luna Anjlok 98% pada Jumat, 13 May 2022. Angka 98%
merupakan penurunan yang sangat tajam dalam rentang waktu yang

tidak lama. Bukti tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Terra Grafik Harga (LUNA)

Harga Kapitalisasi Pasar TradingView 24h 7d 14d 30d 90d 180d 1y Max

10. May 1. May 12. May 13. May 14. May
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Sumber: Coincgecko 2022
Gambar 17. Nilai Crypto Luna dalam 7 hari terakhir

Tentu saja hal ini bertentangan dengan nilai Islami yang salah satu
tujuan maqashid syariah adalah hifzul mal yaitu memelihara harta. Mari
kita melihat crypto nomor 1 di dunia, yaitu BTC atau Bitcoin dalam
rentang waktu yang sama, sebagai berikut :

Bitcoin Grafik Harga (BTC)

Harga Kapitalisasi Pasar TradingView 24h 14d 30d 90d 180d 1y Max

] ]}

=

Logarithmic  Linear

Rp 500.000°000

Rp 400.000.000

Sumber: Coincgecko 2022
Gambar 18. Nilai Crypto Bitcoin dalam 7 hari terakhir

Grafiknya di atas menunjukkan pada 7 hari sebelumnya 1 BTC dihargai
sekitar Rp510.000.000-, namun pada tanggal 14 May 2022 jatuh
dengan nilai Rp429.000.000-. bahkan, pada tanggal 12 May 2022 pukul
13:00, bitcoin sempat terperosok hingga Rp393.398.000-. Demikian
juga halnya pada koin market cap terbesar berikutnya yaitu ETH atau

Ethereum, sebagai berikut :
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Ethereum Grafik Harga (ETH)
Harga Kapitalisasi Pasar TradingView 24h 7d 14d 30d 90d 180d 1y Max

S | -

Logarithmic Linear

Rp 28.500.000

Sumber: Coincgecko 2022
Gambar 19. Nilai Crypto Ethereum dalam 1 hari

Pada grafik tersebut menunjukkan nilai crypto ETH pada hitungan 24
jam atau satu hari, pada pukul 01:00 sebelumnya senilai Rp30.500.00-,
namun dihari yang sama, nilai tersebut merosot pada pukul 21:00
dengan nilai Rp28.640.079-. Tingkat volatiliti yang demikian tinggi
menjadikan crypto ini sangat berisiko untuk dapat dijadikan sebagai
store of value bahkan sangat merugikan jika digunakan sebagai mata
uang sebagai satuan hitung dalam setiap transaksi. sesuatu yang
merugikan terhadap harta seorang muslim merupakan sesuatu yang
bertentangan dengan maqashid syariah, yaitu : Aifzul mal. Hal ini juga
sesuai dengan hadis nabi SAW., dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu

yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya, yaitu :

Laporan PPIPKM Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022 (71



e Y3 572 N

Terjemahan : “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan
diri sendiri ataupun orang lain.”

Kerugian materi merupakan sesuatu yang membahayakan seseorang,
sehingga hal-hal yang dapat memberikan dampak mudharat, harus
ditinggalkan. Dalam kasus ini, kerugian yang ditimbulkan dari
kepemilikan cryptocurrency adalah turunnya nilai dan ketidakstabilan
harga. Sehingga, jika digunakan sebagai alat tukar, maka akan
memberikan kerugian kepada pemilik crypto itu sendiri. Efek yang
ditimbulkan adalah ketika seseorang membeli coin crypto pada dengan
harga Rp30.000.000-, pada hari ini dengan niat membeli sebuah barang
untuk keesokan harinya yang memiliki harga Rp29.500.000-. Ia tidak
akan mampu membeli barang tersebut keesokan harinya dikarenakan
nilai crypto yang ditebus dengan harga 30 juta tersebut sudah jatuh di
harga 28 juta. Dalam kaidah (Wahab, 1991) lain juga disebutkan :

JUall s 2 ot il 255
Terjemahan: "meninggalkan kerusakan diutamakan/didahulukan dari
pada meraih kemaslahatan”

Jika terdapat dua hal permasalahan yang didalamnya terdapat
keburukan dan kebaikan, maka diutamakanlah untuk memilih
meninggalkan keburukan terhadap mengambil sisi maslaahahnya.
Karena syariat lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat larangan dari
pada yang bersifat perintah. Kaidah ini sesuai dengan dalil yang

bersumber dari surah al-An’am ayat 108, yaitu :
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Terjemahan: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka
sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan
melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami
jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian
kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan
kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”

Dengan demikian terdapat beberapa poin yang bertentangan dengan

kaidah figh mengenai crypto, yaitu :

Tidak memilki back up
barang yang bernilai
seperti emas

Tidak diakui oleh
Pemerintah sebagai
mata uang

=¥y ey

Gambar 20. Poin yang bertentangan dengan kaidah figh

Omar Abdul Kafi menganggap Cryptocurrency merupakan aset yang
mengandung Gharar (tidak jelas) dan Jahalah (tidak diketahui).
Menurutnya, para ulama sepakat mengharamkan transaksi jual beli

hewan yang masih dalam kandungan, juga sebagaimana jual beli ikan
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di dalam air atau seperti membeli seeokor burung yang masih terbang

di langit. Illat tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

/ Hewan dalam kandungan ]
Illat Y Ikan yang masih dalam Air —  Gharar & Jahalah

Burung yang masih di Langit_J

[ Cryptocurrency : ]
|

Tidak memiliki nilai intrinsik =

Illat g‘j’,Tidak diakui secara sah oleh Pemerintah sebagai mata uang Gharar
":::'s.Tidak ada perlindungan hukum " Jahalah
lTidak memiliki bentuk barang yang dapat dimanfaatkan |

Gambar 21. Penyamaan illat hukum cryptocurrency dengan jual
beli gharar

Hal ini berdasarkan riwayat dari nabi saw., :
J@&\Jﬁjgf o J“”‘MU"C’L’J‘JL"U"&;&*"
wusjﬁ\“/uw;o «u-\y S A vl.ﬂ £le %
wggsc’ﬁ‘gciﬁw cwusg\”;;\ﬁuﬁsyjjwtf

o N
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Terjemahan : Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi’,
dari Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam melarang jual beli hablu al-hablah. Jual beli tersebut
merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana seseorang
menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun kenyataannya
Jjanin tersebut masih ada dalam perut induknya. (al-Muwatha, nomor
hadits 1359).

Berdasarkan hasil wawancara dari sekretaris komisi fatwa MUI Sumatera
Utara (AS) juga sebagai akademisi dalam bidang Ekonomi Islam dan menyatakan
syarat dalam menjustifikasi suatu sil/ ‘ah atau barang harus memiliki underlying dan

memiliki manfaat yang jelas.

1. Underlying

— — N
W <: Sl|r2:/gBa $ 2 Manfaat

1. tidak memiliki

Sil’ah/Ba .
rang > underlying

2. Secara fisik

belum jelas

manfaatnya

Gambar 22. Perbedaan nilai suatu barang fisik dengan nilai yang
terkandung pada crypto

Menurutnya, digital currency dalam rilnya tidak jelas dapat dipergunakan
sebagaimana aset digital lainnya, seperti platform berbasis aplikasi, sofiware, dan

lain sebagainya. Sehingga keberadaan aset crypto itu sendiri sulit untuk
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diwujudkan sebagai bentuk barang yang dimaklumi selama ini. Dengan demikian
penggunaannya masih dalam kategori haram dan tidak memenuhi syarat dalam
transaksi jual beli atau tidak dapat dijadikan sebagai barang jual beli. Crypto juga
tidak memiliki pengakuan secara sah dari pemerintah.

Uang digital ini belum diterima oleh semua orang bahkan beberapa negara
juga belum mengakui uang digital ini dapat diterima sebagai pembayaran yang sah.
sehingga, kondisi tersebut cukup menjadikan status uang digital crypto tidak
memenuhi syarat sebagai barang yang dapat diperjualbelikan apalagi sebagai alat
pembayaran atau pengukur nilai suatu barang. Selanjutnya, saat ini crypto memang
tidak memiliki back up aset yang menjamin nilainya. Menurutnya definisi rezeki
yang diyakini oleh ulama terdahulu adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan bukan
yang kita cari dan bukan pula yang dihasilkan itu menjadi benar. Harta kita yang
kita serahkan/bayarkan untuk membli crypto terkonversi menjadi koin digital yang
pada kenyataannya tidak benar-benar dapat dimanfaatkan dalam bentuk rilnya. Ia
menekankan bahwa rezeki yang diperoleh manusia adalah sesuatu yang dapat
dirasakan manfaatnya dan jelas fisiknya. Jika melihat bagaimana koin digital itu
dibeli, maka ketika terjadi proses pertukaran uang rupiah kepada bitcoin.
Bagaimana selanjutnya status uang rupiah yang sudah ditukar dengan bitcoin
tersebut ? siapa yang menerima rupiah tersebut dan digunakan untuk apa ?
berikutnya, ketika bitcoin itu telah berhasil dibeli, maka koin ini dapat memberikan
manfaat apa kepada si pemiliknya. Ilustrasi tersebut dapat dilihat pada gambar di

bawah ini :
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uang dikonversi
menjadi koin digital

uang rupiah kemana setelah
transaksi pertukaran

Gambar 23. Kritik terhadap uang yang ditukar pada aset crypto

Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan emas, yang secara rilnya
memiliki nilai dan merupakan baranng yang dimanfaatkan sebagai perhiasan.
Artinya, secara zat atau fisiknya memiliki nilai. Dengan demikian, menurutnya
status hukum dalam crypto masih haram diperjualbelikan dan dijadikan sebagai
alat tukar. Maka, konsekwensi dari pengharaman ini berpotensi pada menimbulkan
mudharat bagi pemiliknya.

Namun, jika tren ke depan menuntut teknologi yang mendukung
blockchain dan didukung oleh pemerintah dengan segala aturannya, fatwa yang
sekarang ini haram dapat mengikuti atau dapat berubah jika prinsip dan aturannya

memenuhi prinsip dalam Islam. Keterangan ini juga disepakati oleh FF seorang
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anggota MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh bahwa cryptocurrency
merupakan tergolong bai’ al-muharramah dan bai’ al-Majhul.

Merujuk [jtima’ ulama komisi fatwa VI 2021 Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Indonesia (MUI, 2021) menyatakan bahwa : a.) penggunaan crypto sebagai
mata uang hukumnya haram, disebabkan terdapat unsur gharar, dharar, dan
bertentangan dengan undang-undang 7 tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia
nomor 17 tahun 2015. b.) Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah
diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, gimar, dan tidak memenuhi
syarat sil’ah secara syar’i, yaitu : ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui
jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli. c.)
cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah
memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk
diperjualbelikan.

Syauqi Alam Mufti Mesir memberikan fatwa mengenai haramnya
bertransaksi dengan cryptocurrency. dikarenakan cryptocurrency tidak memiliki
nilai aset yang dapat diterima, menimbulkan dharar, gharar, jahalah, dan alat ukur
yang dapat disetarakan. Pada kesemuanya itu justru menimbulkan dampak
kerugian bagi setiap individu dan negara. Dengan demikian, kita dapat melihat dua
sisi yang terdapat pada crypto, yaitu :

e Sisi maslahat : memiliki kecepatan dalam transaksi
Tidak membutuhkan pihak intermediasi
Jangkauan Global
Biaya rendah
Tidak dapat diintervensi oleh pemerintah
Tidak terikat otoritas tertentu
Tidak dapat dipalsukan

Aman dan Terverifikasi akurat
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e Sisi Mudharat : Tidak memiliki bentuk fisik
Bersifat Volatil
Tidak memiliki otoritas yang mengontrol

Tidak menerima sanggahan

Mudharat yang diakibatkan crypto menjadi syarat utama yang wajib dipenuhi
untuk dapat dijadikan sebagai sistem keuangan negara. Keempat sisi mudharat
tersebut adalah sebuah keniscayaan yang wajib dipenuhi dalam memenuhi hajat
masyarakat. Sebab, jika keempat hal tersebut diabaikan maka kerugian yang
ditimbulkan sangat besar, seperti kehilangan harta, inflasi, deflasi, dan kegaduhan
yang akan ditimbulkan dikarenakan sistem ini menghapus mediator yang pada

zaman ini masih dibutuhkan dalam hal menerima sanggahan dari konsumen.
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BABV
PENUTUP

5.1.Kesimpulan

1.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

Desentralisasi blockchain diterima dalam kemampuan teknologi yang
ditawarkan, namun belum dapat mengganti peran Bank Indonesia dan OJK
dalam mengendalikan peredaran mata uang dan konsekwensi yang terjadi
jika diterapkan saat ini, menimbulkan mudharat yang lebih besar dari

manfaat yang diterima.

Resistensi Masyarakat terhadap Cryptocurrency masih sangat tinggi jika
dijadikan sebagai mata uang. Hal ini menyimpulkan bahwa mata uang
crypto tidak layak dan tidak sesuai dengan prinsip mata uang sebagai alat

pertukaran barang/harta.

Cryptocurrency dalam tinjauan Islam dapat disimpulkan masih haram dan
memberikan dampak negatif bagi pemilik dan ekonomi secara umum. Hal
ini diperkuat dengan kaidah fikih, ushul, dan maqashidu syariah, serta
penggabungan dari resistensi persepsi masyarakat berdasarkan data yang

diperoleh dari penelitian ini cukup tinggi.

5.2.Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah dapat diuraikan sebagai berikut :
Diharapkan kepada pihak Lembaga Keuangan Negara untuk dapat
membuat pengembangan riset dalam meningkatkan sistem kemanan dan
regulasi dalam upaya peningkatan efisiensi dalam transaksi keuangan

terkhusus dalam bidang Keuangan Desentral (DeF1i).
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2. Diharapkan pemerintah dan pemangku kebijakan untuk dapat merumuskan
kebijakan dalam transaksi keuangan berbasis Blockchain.

3. Setiap Muslim hendaknya meningkatkan literasi keuangan sebelum
melakukan aktifitas jual beli terkhusus mengenai Cryptocurrency.

4. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian
berikutnya, dan dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa yang tertarik

dalam bidang Keuangan Desentral (Defi).
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NO. DOMISILI

1 Banda Aceh

2 Banda Aceh

3 Banda Aceh

4 Banda Aceh

5 Biruen

6 Kutacane

7 Banda Aceh

8 Banda Aceh

9 Banda Aceh
10 Banda Aceh
11 Meulaboh

12 Jakarta

13 Jakarta

14 Siantar

15 Sigli

16 Pidie Jaya

17 Medan

18 Banda Aceh
19 Aceh Selatan
20 Banda Aceh
21 Aceh Tenggara
22 Banda Aceh
23 Nagan Raya
24 Banda Aceh
25 Medan

Pagi Siang GABUNG

Banda Aceh Jakarta 2/8%
Banda Aceh Jakarta

Banda Aceh

Banda Aceh Siantar 1/4%
Banda Aceh Medan 2/8%
Banda Aceh 12/48% Medan

Banda Aceh

Banda Aceh

Banda Aceh

Banda Aceh

Banda Aceh

Banda Aceh

Sigli 1/4%

Biruen 1/4%

Pidie Jaya 1/4%

Kutacane 1/4%

Aceh Tenggd  1/4%

Meulaboh 1/4%

Nagan Raya 1/4%

Aceh Selatar]  1/4%

Pekerjaan Domisili Q1

Q2
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Q3. Aspek apa zaja yang menurut bapak/ibu Crypto tidak layak dijadikan sebagai alat tukar ?

D

¥ bersifat ticek pasti/ ticak
il

= menimbulican tindak kniminal

n tﬂ.ﬂj"in.l
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Diagram Hazsil Pengelompokan data Crypto
Q1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Crypto atau Coin Digital pada era digital sekarang ?

e

= alat transaksi yang efeltf

= belum ci alos pemerintah

* mata uang diital yang sedang populer
o e a | anee

= terobosan terberu dalam keuangan

u tidsk dapat cijacilan investesi

u tidsk dapat cijacilan sebagpi alst
pembsyaran yang zah

= tidsk dapat cijacilan sebagpi alst
pembeyeran yang zah

T




Q4. Apakah bapak/ibu setuju jika penggunaan Crypto dapat memberikan mudharat dalam ekonomi ?
(mohon argumentasi dan penjelasannya)

§ bersifat ticak pati dan tidak stabil
§ masyarakat belum Sap menenima Typto

-mmh?

-MWMWM
pemerilzazn negara

¢

= memberikan mudharat (kenugan)

= menimbulan masalsh ekonoms

= menimbulkan tindakan kejahatan

= tidak memilili andazan hukum beroperas

T




atau Coin Digital pada era digital sekarang ?

esat
esat

ggg

Row Labels

\z‘ Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Crypto atau Coin Digital pada era digital sekarang?

alat transaksi yang efektif

belum di akui pemerintah

mata uang digital yang sedang populer

mempermudah transaksi

merupakan perkembangan teknologi digital yang pesat
terobosan terbaru dalam keuangan

tidak dapat dijadikan investasi

tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah
tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah
tidak dapat dikategorikan sebagai finansial aset

tidak jelas dan tidak pasti

N e W W s A NN e

Grand Total

\

Menurut bapak/ibu bagaimana hukum Crypto atau coin digital sebagai alat tukar ?

Haram
belum jelas
Sah

belum jelas
Haram
Haram
Haram
Haram
Haram
belum jelas
Haram
Haram
belum jelas
Haram
Haram
Haram

Sah

Haram
belum jelas
Haram
Haram
belum jelas
belum jelas
Haram

= slat transaksi yang efektil

= belum di skui per tidak dapat dij

= mata uang digital yang sedang papuler

= mempermudsh transaksi

= merupskan

Category: tidak dapat dij

sebagai alat

yang sah (alat transaksi yang efektif)
sebagai alat pembayaran yang sah

yang pesat

= terabosan terbaru dalam keuangan
= tidak dapat dijadkan imvestasi

- tidak dapat dijadikan sebagai alat
pembayaran yang ssh

= tidak dapat dijadian sebagai alat
pembayaran yang sah

= tidak dapat dikategorikan sebagai finansial
et

abels [+ /i Crypto in digital sebagai alat tukar?
belum jelas 7
Haram 16
Sah 2
Grand Total 25

= belum jelas
= Haram

= Sah

18




Dampak Positif apa saja yang akan terjadi jika Crypto menjadi alat tukar ? (mohon penjelasannya)

menjadi investasi

efisien

kemudahan dalam transaksi
kemudahan dalam transaksi
transaksi bersifat transparan
kemudahan dalam transaksi
kemudahan dalam transaksi
kemudahan dalam transaksi
efisien

kemudahan dalam transaksi
kemudahan dalam transaksi
kemudahan dalam transaksi
kemudahan dalam transaksi
kemudahan dalam transaksi
transaksi bersifat transparan
kemudahan dalam transaksi
menjadi investasi
kemudahan dalam transaksi
kemudahan dalam transaksi
bersifat global

bersifat global

tidak memiliki sisi positif
kemudahan dalam transaksi
tidak memiliki sisi positif
kemudahan dalam transaksi
bersifat global

kemudahan dalam transaksi

» Diagram Hasil

Row Labels Dampak Positif apa saja yang akan terjadi jika Crypto menjadi alat tukar?

bersifat global 3
efisien 2
kemudahan dalam transaksi 16
menjadi investasi 2
tidak memiliki sisi positif 2
transaksi bersifat transparan 2
Grand Total 27

= bessifat global
= efisien
= kemudaban dalam transaksi

« merjadi inv estasi

= tidak memiliki sisi positif

= transaksi bersifat transparan

al Q2 Q3 Q4 Qs Q6 +
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